BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR /s TAHUN 2016

TENTANG ,

PERATURAN INTERNAL POLA PENGELOLAAN BADAN LAYAN:AINEI, UMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BOMBANA RN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH.A.ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan. Pasal |29 ayat (1
huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturaln Internal
Rumah Sakit (Hospital By Laws) berfung'ﬂ sebagau
acuan Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap
Rumah Sakit dan kebijakan yang; bersu'at teknis
operasional serta sarana pcrhndungan‘i hukum|
menjamin efektifitas, .efisiensi dan ! mutu‘ Iéyanan
kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit; y ,.,
b. bahwa berdasarkan pertlrnbangan 3 tsebagannana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupah
Bombana tentang Peraturan Internal Pola Pengelolaan*
Badan Layanan Umum Rumeah S&klt Umum Daerah!
, Bombana; D ‘ i :
=~ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang‘ Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; o SRS
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun! 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana,; Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka. Utara dl Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara .Repubhk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339),
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Repubhk |Indonesw.
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lcmbara;:. Negara
Republik Indonesia Nomor 4431); ', |: 7'
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun; 2009 itentang‘
Kesehatan (Lembaran - Negara chubhk Inclonesn.ay1
/

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063}, ¥ |
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara chubhk Indones1a Tahun
2009 Nomor 53, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5072); : P
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang—Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran: Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5234); s=‘v‘ : i |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun; 2014 'tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran' »Negaral Repubhk
Indonesia. Tahun 2014 Nomor . 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesm Nomori 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran . Negarai IRepubhk
Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara republic Indonesia Nomor 56!9), li ,‘I '
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesechatan (Lembaran Negara Repubhk aIndonesw.
Tahun 2014 Nomor 298); S P "
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9711. Tahun
2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural
Kesehatan (Berita Negara Republik Indoncsxa ;Tahun

- 2009 Nomor 971 tambahan lembaran Negara] Repobhk

Indonesia 5063); :
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 / Menkes /
PER / IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komlte Medlk
(Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor
755); o

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor | 722/ Menkes /
SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan | Internal
Rumah Sakit (Hospital Bylaws); ;'~2 ! d f
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22

- Tahun 2012 tentang Perubahan Kctlga Atas Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang; Orgamsa31 dan
Tata Kerja Perangkat: Daerah Kabupaten‘ Bombana

(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012

Nomor 22); e R :

Keputusan Bupati Bombana Nomor 219 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Mmlmal- Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2015 2020‘
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MEMUTUSKAN RN ‘éé;

1
Menetapkan :PERATURAN BUPATI BOMBANA TEI‘VITA.N(.'?:i PERA"I‘URAN
INTERNAL POLA PENGELOLAAN BADAN L[AYANAN UMUM

: i !
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BOMBANA
BAB1 BRI
KETENTUAN UMUM b
Pasal 1

.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana; :}q-' b -
2. Bupati adalah Bupati Bombana; P "; 5
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bombana,
4. Direktur adalah Direktur Rumah ! Saklt Urnum Daerah
Kabupaten Bombana, : 1NEE
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selan_]utnya dlslngkat
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ,
. ' 6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananI Umum Daerah
) yang selanjutnya disingkat PPK BLUD; i i
7. Komite Medik adalah Komite Medik ! Rumah _S_ékit “Umum
Daerah Kabupaten Bombana; P
8. Staf Medis Fungsional yang se]anjutnya dlsmgkat dengan SMF
adalah seorang Dokter Spesialis, Dokter Umum, EDokter Gigi
yang memiliki ijin praktek d1 Rurnah Saklt Umum Daerah
Kabupaten Bombana; - -'
9. Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Saklt adalah
aturan dasar yang mengatur tata cara ihubungan dan
penyelenggaraan Rumah Sakit; : EEE ;

10. Direktur adalah pimpinan tertinggi yalfu ueseorang yang
diangkat menjadi Dlrektur Rumah Saklt Umum Daerah
Kabupaten Bombana; | : ’ {

. 11. Komite Medik adalah perangkat - rumah‘ usaklt untuk
mencrapkan Tata Kelola Klinis (Clinical, Govemance) agar staf
medis di Rumah . Saklt terjaga Profesmnahsmenya rnelalul
Mekanisme Kredensial, Pcn;agaan Mutu; Prof<331 MCdlS dan
Pemeliharaan Etika dan Disiplin Profesi Medls P

12. Satuan Pemeriksa Internal yang selan_]utnya dlsmgkat dengan
SPl adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan
pemeriksaan internal d1 Rumah Saklt Umum Daerah
Kabupaten Bombana; | o w : !

13. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya dxsmgkat dengan SMF
adalah Kelompok dokter dan / atau dokter spesuahs ‘yang
melakukan pelayanan dan telah dlsetu_p.u serta dxterlma sesuaJ
dengan aturan yang berlaku untuk: menjalankan profes:
masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah Bombana,

14. Dokter adalah dokter purna waktu ada]ah dokter dan /latau
dokter spesialis yang sepenuhnya beker_ya dl Rumah Sakit [f’
Umum Daerah Kabupaten Bombana; = . i
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15. Dokter Tamu adalah dokter yang . bukan berstatus sebaga1
pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana
yaitu dokter dan / atau dokter spes:ahs yang]dl undang/
dltunjuk karena kornpetensmya untuk rn'elakukan atau

Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana unt}]ﬂg _]angka waktu
dan / atau kasus tertentu; . ' i j
16. Dokter Kontrak dan / atau dokter Honorer adalah Dokter, baik
dokter dan / atau dokter spesialis yang dlanglcat dengan status
tenaga kontrak dan/ atau tenaga honorer|d1 Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Bombana, yang dltetapkan dengan
Keputusan Direktur dengan masa ker_]a untuk Jangka waktu
tertentu; ' i »;n
17. Sub Komite adalah kelompok kelja yang dlbentuk oleh Komite
- Medik, yang bertugas untuk mengata31 masalah khusus yang
ditetapkan dengan kcputusan Dlrcktur Rumah Saklt Umum
Daerah Kabupaten Bombana atas Usul Kormte Medxk
18. Kewenangan Klinis (Clznzcal anzlzge) adalah hak khusus
seorang staf medis untuk melakukan’ sekelompok pelayanan
medis tertentu dalam hngkungan Rurnah Saklt untuk suatu
periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan
klinis (Clinical Appointment); _ E R ! oo |
19. Penugasan Klinis (Clinical Appomtment) adalah penugasan
Direktur Rumah Sakit. Umum Daerah Kabupaten Bombana
kepada seorang staf medis untuk rnelakukan |sekelompok
pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bombana berdasarkan: daftar kcwcnangan khms yang telah
ditetapkan baginya; R l 5|
20. Kredensial adalah proses reevaluasi terhadapistaf medis yang

telah memiliki Kewenangan Klinis (Clhmcal antlege) untuk

menentukan kclayakan pcmberlani kewcnangan klinis

tersebut; / ‘?i;“'lﬂi

- 21. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesmnal terhadap
mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pas1en dengan
menggunakan rekam medxsnya yang dllaksanakan oleh! profesi
medis; "fij; "!i:f

22. Mitra bestari (Peer Group) ‘adalah sekelompokl stafl medis
dengan reputasi dan kompetensi staf medlsI dengan reputa31
dan kompetensi profesi yang baik. untuk menelaah segala hal
yang terkait dengan profesi medis;. R !f! L

23. Pendidikan Sistem Magang adalah s1steni pendldxkan yang
dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerahi Kabupaten

Bombana dengan penekanan pada pelaksanaan pelayanan

medis dan juga tenaga administrasi, dunana peserta didik

didampingi oleh Tenaga Klinis dan Non Khms Iy
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NAMA, VISI MISI, NILAI, MOTTO, TUJUAN DAN

Pasal 2

Nama Rumah Sakzt ini adalah Rumah Sakit Umurn Dd

BombanaMﬂxk Pemerintah Dacrah Kabupaten Bornbana

Pasal3 jﬂ
i

Visi Rumah Saklt Umum Daerah Kabupatcn Bombana adalah g

R

o
v

‘

i |

“ Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Rumah Sakit Unggulan di Wilayah Bombana . idan |

éréh Kabupaten

sebagai

sekltamya yang

mengutamakan kualitas pelayanan yang pnma dan teqangkauloleh masyrakat”.

Pasal 4

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana ada.lah :
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang pnma dan

masyarakat N j

b. Meningkatkan kualitas sumber daya dan profesmnahsmt. pe

Sakit melalui pendidikan dan pelatihan .

I

L
100

tugas

c. Mengupayakan peningkatan pembanguhan fi31k Rumahf_Sa}nt
Daerah Kabupaten Bombana secara terus menerus' scSLial ‘kebutuhan

-~ masyarakat
d. Menyelenggarakan 31stcm pelayanan Rumah agSaklt:

pengembangan pelayanan dan petugasnya.

Bombana;

:llj.

lUmum
Kabupaten Bombana yang berdaya guna. serta berhasﬂI guna bagi
‘ :,}l

~ e. Visi dan Misi Rumah Sakit mcndapat persetu_]uan melalm Kc

téijjangkau oleh

Rumah

Umum

Daerah

putusan Bupati

f. Visi dan Misi Rumah Sakit sebagaunana dlmaksud pada ayat (2), direview
secara berkala oleh tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Dxrektur

g. Visi dan Misi Rumah Sakit diumumkan ke pubhk oleh Kepala Sub Bagian
Sistem Informasi Manajemen dan pelaporan Bagxan Blna]Program
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana melalul fasﬂltas yang dimiliki.

\?'
N

Nilai / Filosofi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana iaidalath:

a. Nilai -nilai :

.1
R
HA !

Pasals . ;;_;g

i

Rumah

Sikap kerja pegawm rumah sakit dala.m melaksanakan ltugas didasarkan

atas nilai-nilai kerjasama, keterbukaan bertanggung quab dan tulus,

ikhlas
b. Filosofi :

Filosofi

,‘i
iy

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupatcm Bombana

adalah

menunjang tingkat harkat dan martabat manuSIa yang dﬂandasa paham Tat

Twam Asi.
Pasal 6

Tujuan Rumah Saklt adalah menyelenggarakan pelayanan

ke

perorangan secara panpurna yang mehpuu pelayanan kesehatan' | '

SN

sehatan bs
/




Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana adala.ﬁ :

Pasal 7 | i

f"f

.....

Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dldukung oleh
Stake Holder serta status sebaga1 PPK-BLUD untuk mt,menuhl standar
pelayanan yang bermutu, prima dan unggul gunal mempertahankan dan
meningkatkan kepercayaan pelanggan (Pa31en) yang semakm ba_dar dan mampu

dalam memelihara kesehatan.

Program - program indikatif sebagai berikut : o o 5

@0 an g

(1)

E
; i

IR |

i

|
Pasals iEa;i
|

Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit; ..« E ‘ 5
Pengembangan layanan kesehatan mata, THT serta kuht dan kelamm,
Mengoptimalkan standar sarana dan prasaranan Rumah baklt

Mengoptimalkan pemasaran Rumah Sakit; o pold E . '

Meningkatkan mutu pengelolaan keuangan; o i b , H
Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM Rumah Saklt b'dan
Menyelenggarakan penelitian kesehatan utamanya Pelafya{nan Kesehatan
Mata, dan Pelayanan Keschatan TH'I‘ serta Penyaklt Kuht Kelamm iscbagau

pelayanan tambahan. R .%

H .
L

SEJARAH PENDIRIAN KELAS ALAMAT DAN

BAB III | |
!I
1N

Pasal9

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana a|dalah ‘organisasi
perangkat daerah yang mempunyai fungsi . melaksanakan pclayanan
kesehatan secara Komprehensif dan Akreditasi serta salah satu lembaga
pelayanan kesehatan masyarakat dalam mewu_ludkan pembangunan sektor
kesehatan agar menumbubhkan kesadaran, kemauan |dan kemampuan
hidup sehat bagi anggota masyarakat agar dapat terwujud kesehatan yang
optimal sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang I\{omor 12 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bcrdasa:kan Peraturan lDaerah
Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketlga Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Orgamsam dan tata Kerja
Perangkat daerah Kabupaten Bombana. Sf:jaki pcmbentukan Daerah
Kabupaten Bombana menjadi wilayah otonomi melalm Undang—Undang
Nomor 29 Tahun 2003 tentang . pembentukan Kabupaten Bombana,
Kabupaten Wakatobi, Dan Kolaka Utara Di Provinsi Sulawem Tcnggara yang
dimekarkan dari Kabupaten Buton dengan luas wﬂayah i 3 319 km2 yang
terdiri dari 22 Kecamatan dengan Jumlah penduduk berdasarkan data yang
tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Slpll Kabupatcn Bombana
Tahun 2016 mencapai 77.813. Kabupaten Bombana tcrletak di}jazirah
Tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis daerah 1n1 terletak di}Bagian
Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari utara; ke selatan di antara 4°
22’ 50,47 LS- 5°28’ 26,7” LS (sepanjang * 154 km). Rumah Saknl Umum
Daerah Kabupaten Bombana didirikan pada tahun 2005 dengan Iuas lahan

23 796 M?, dan luas bagunan 4,769 M2, :

V;



(2) Mulai beroperasi pada bulan Juni Tahun 2006 dan dlresxmkan pada tanggal

9 Februari Tahun 2007 oleh Drs. H. Yusran A. Sllondae |MSI | seba‘gax PLT
Gubernur Sulawesi Tenggara saat itu, Pendman 2 RSUD Kabupaten
Bombana ditandai dengan Surat Keputusan Kepala Dmas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 824/2124/VII /2007 tentang Pcmbenan
Izin Sementara Penyelenggaraan RSUD Kabupaten Bombana d1dukung
dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgamsa31 dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, ‘ |dllaln_lutkaurx oleh
Keputusan Bupatl Bombana Nomor 301 Tahun 2011 tentang Perpanjangan
Izin Operasional RSUD Kabupaten Bombana, kemudxan dlperpanjang
kembali dengan Keputusan Bupati Bombana Nomor 193 Tahun 2013
tentang Perpanjangan Izin Operasional RSUD Kabupatcn Bombana schmgga
pada Tahun 2015 terbitlah Keputusan Bupati Bombana Nomor 267 Tahun
2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Izin Operasmnal Tetap Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana dengan Klasxﬁkam C dxtambah
dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupatcn Bomba.na
dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 271 Tahun 201 5 tc.nta.ng Pencrapan
Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Rumah Saktt Umum Daerah

Kabupaten Bombana. - S | i :

(3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana adalah Rumah Sakit

(4) Alamat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

dengan Kklasifikasi C. | I i
ya1tu Jl. Poros

Poea, Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbla Tengah Kabupaten lBombana,

. BABIV a e
KEDUDUKANRUMAHSAKIT{".Zlgi;'E

1.4
g

i
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Pasal 10 '

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana berkcdudukan sebagai
Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsuT' pendukung atas

tugas Bupat1 di bidang pelayanan kesehatan. 23

il‘l
li:i'
HE
b
b

Pasalll

Rumah sakit sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 merupakan 1nst1tus1
pelayanan kesehatan yang mcnyc!cnggarakan pelayanan keschatan perorangan

secara paripurna. AN AN

(1) Tugas: - e &

- BAB V
TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal1z |l

Tugas pokok Rumah Sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan
dengan upaya penyembuhan, pemulihan, pemngkatzm, pcncegahan,
pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan | ‘dan’ ~pelatihan,

penelitian, dan pengembangan serta pengabdlan masyaralat. : l
bt
o : b !

i
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()FungSI SLEEEN i

Fungsi Rumah Sakit dalam menunalkan tugas sebaga:mang - dimaksud

diatas yaitu : : : o E P

a. Perumusan kcbl]akan teknis d1b1dang pelayanan kcschatan 1an3utan

b. Pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerlntah daerah di
bidang pelayanan kesehatan lanjutan; SRS a

c. Penyusunan rencana dan program, momtonng, evaluas1 dan pelaporan

! s

di bidang pelayanan kesehatan; - S ’g :
d. Pelayanan medis ' | SEERIEI
e. Pelayanan Penunjang medis dan non medls EECER I R
f. Pelayanan keperawatan; o : B R E By
g. Pelayanan ruyjukan ; : SERE R
'h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatlhan, penehhaz_l dah pengembangan

|
: . serta pengabdian masyarakat; o R |
._ ' i. Pengelolaan keuangan dan akuntan31, dan SE R
|
|
|

Pengelolaan urusan kepegawalan, hukum, hubungI gmasyarakat
orgamsam dan tatalaksana, scrta rumah tangga, perlengkapan dan
umumnt. N

s

<I N .
o a
P it
R
i :

BAB VI |
KEWENANGAN DAN TANGGGUNG JAWAB PEMERINTAHli)A.ERAH

Pasal 13

* Kewenangan Pemerintah Daerah R ”
(1) Menctapkan peréturan tentang tét;ikelolé, hospi:tdl by faws dan) standar
. ' pelayanan mmunal (SPM) Rumah Saklt beserta pcrubahannya,
RIS
: E i P
(2) Mcngesahkan Rencana Blsms dan Anggaran (RBA] yang dlSCtu_ll.ll oleh
Dewan Pengawas, dan. N H H
(3) Memberikan sanksi kepada pegawa1 yang melanggar ketcntuan yang berlaku
- dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berpresta51

Pasal 14 ; N 1 :
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah H e

(1} Pemerintah bertanggung jawab menutup deﬁsxt anggaran Rumah Sakit yang |
bukan karena kesalahan dalan pengelolaaan dan setelah D1aud1t secara
.Independen;

(2) Pemerintah -bertanggung gugat atas teljadmya kert:t,gr,lanl plhak lain,
termasuk pasien, akibat kelalauan dan atau kesalahan dalam pengelolaan

‘Rumah Sakit; dan s RERDESE EES EE"" g
' R
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BAB VII SRR A
PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT DAN STRUKTUR !

¥
M

Pasal 1§ . . | ;
PENGORGANISASIAN S R R I

s "

(1) SusunanOrgamsamRumahSaklt . o . |
RSUD Kabupaten Bombana mcrupakan pcrangkat Pemeﬁntah Daerah
Kabupaten Bombana yang mempunyax tugas | ;pokok melaksanakan
kewenangan otonomi daerah - dalam r.angkai= pelaksanaan tugas
desentralisasi dibidang kesehatan dan menjadi penggerak pemba!ngunan
kesehatan Kabupaten Bombana. Berdasarkan. UU NO 29 Tahun 2003
tentang Pembentukan - Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatob1 dan
Kabupaten Kolaka Utara. Tugas pokok yang dlemban IRSUD Kabupaten
Bombana dengan Struktur Orgamsa31 berdasarkan Pe:rdal No 02 Tahun

2008, Direktur RSUD dibantu oleh - : } SRk 5 .;

a. Sub Bagian Tata Usaha, yang membawahl i
1) Kepegawalan : : e M !

2) Perencanaan ' _ 1 b

i . i i ' I

3) Keuangan SO SR RINEE N I PO A

b. Seksz Yanmed dan Rujukan, membawahl N R
) Keperawatan Sl

a) KelasIdanII SR FE I N

b) Kelas Il

‘1. Perawatan Bedah P B EEERRE R

2. Perawatan Interna . S :

¢) Perawatan anak N U DO R

2) UGD - SR NN

3) Kebidanan - a R RN
4} Poli Umum | S DR T £
5) Poli Spesialis : A N
a) Poli Obstetri Gyneocologi = - o] },
b) Poli Penyakit Anak : : R R
¢) Poli Bedah
d) Poli Penyakit Dalam RRIEES M

6) Kamar Operasi (OK) S B T :
7) ICU/ HCU | , ' *Z%ﬁ: R
c. Seksi Pelayanan Penun_}ang, yang membawah1 i -
1) Laboratorium - Y DU EF RO
2) Farmasi - : ' o e
3) Gizi SR R
4) Rontgen _ R R
5} Kesehatan Lingkungan : - NI
6) Fisioterapi . e S N L N
7) Rekam Medik SR ‘
8) Bank darah rumah Sakit - N :
9) Ambulance S SEUEREIEEE N B
10) Gardu Listrik dan Genset SRS I E
d. Kelompok Jabatan Fungsmnal atara lain : l’l]
/

1) Dokter
2) Perawat/bidan L . SR . _
3) Profesilain P i

i v o e
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Perawatan Bavi & Anak I POLI ANAK

! I
Perawatan Kebidanan , - POLIINTERNA ,
Kisll & 1

1 1

' Kamar Operasi l POLIBEDAH
1 1

| KU ‘ POLIOBGYN

KESEHATAN ‘s
LINGKUNGAN i rrslp}ga;;\gxg f

l FE Ifl!%%i

REKAM MEDIK. i Rt
S 3 S
o ‘ T

" BDRS: NN IR
SR
BAB VIII RIS
PEJABAT PENGELOLA RUMAH SAKIT N
Pasa116 o j, ay ;:

(1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah seluruh Pejabat

,..

Struktural baik

-Direktur, Kepala Seksi maupun chala Sub Bagxan pada rumah Sakit yang
sebutannya disesuaikan dengan Nomenklatur yang ber]aku Ipada Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

i
iy

i

- {2) Pejabat Pengelola Rumah Sakit dlangkat dan dzberhentlkan oleh Bupatl

(3) Direktur bertanggung jawab terhadap Operasmnal Rumah’ Saklt kepada
Bupati melalui Sekertaris Daerah - s

(4) Komposisi Pejabat Pengelola Rumah ‘Sakit. dapat dxlakukan
‘organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan dengan | mengusulkan '

kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah -
(5) Perubahan komposisi pejabat pengelola sebagalmana dlmaksud pada ayat

4) dltetapkan oleh Bupati.
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TUGAS POKOK PEJABAT PENGELOLA| /| | |

Pasal 17
Direktur

Gy
'%!?
|
o

(1) Dlrcktur mempunyai tugas pokok untuk memxmpm pelaksanaan tugas
penge'cla Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana sesum dengan

: peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. f : f Pl L
~ {2) Dalam melaksanakan tugas sebagaJmana dlmaksud dalam; y'at (1) Direktur
mempunyai tugas: RN | '

a. Memimpin dan mengurus Rumah Sakit yang telah dltt.tapkan

b. Menetapkan kebijakan opcrasmnal Rumah saklt § |

c. Mengkoordmamkan penyusunan rencana dan progr: 'kCI]a Rumah

AN
d. Mengatur, mcndlstnbusxkan da.n mengkoordmamkér}f j tugas-tugas
kepada bawahan ; : \; ; SRS

e. Mengevalua31 mengcndahkan dan. mcmbma pelélkjs'einaan tugas

ft! :

[ !
i :
b

' bawahan; ‘ ‘ : f M
. - f. Memberikan petunjuk dan b1mb1ngan teknls serta pengawasan kepada
bawahan; SRS S
g. Melaksanakan sistem pengendahan mtem, : f L ; 3 % ‘ :
h. Menilai hasil kerja bawahan dan mempertanggung Jawabkan hasil kelja

i. Melaksanakan tugas kedznasan lain - yang dxhagaslican;. ioleh atasan
langsung ; dan IR

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupat.\ meélui Sekertaris

' Daerabh. SR
(3) Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan kewajiban -
sebagalmana dimaksud dalam ayat (2) mempunyal; !fung31 sebagali
penanggung jawab umum Operasmnal dan Keuangan R[ulmah Sakit yang

\

|

DT

i' Ci bawahan; ‘i g,;s
|

|

|

dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. = DI PR
.7 - (4) Evaluasi / penilaian kmelja Direktur dl]akukan oleh Bupati paling sedikit
~ satu kali dalam setahun. ; !f"?i -
’ (5) Direktur Rumah Sakit yang merupakan Aparatur Slplli Negara menjadi
- pejabat pengguna anggaran /barang daerah < . 'E SR i i i '; | i -

(6) Dalam hal Direktur sebagaimana dalam ayat (5} berasal dan Non Aparatur
Sipil Negara pejabat keuangan Rumah Salat wajib dan Aparatur Sipil Negara -
yang merupakan peJabat pengguna anggaran / barang daerah '

|  Pasalls ;’i&j e

Seksi Pelayanan Medik it

.(1) Kepala Bldang Pelayanan Medlk mempunya1 tugas | | -
Menyusun rencana dan program kerja bidang 'j SRR -

Mengkoordinasikan rencana dan program kerja, bxdang i :

oDy

Mengkoordinasikan para Kepala- Perawatan - ! ;e . fi é:; _
Memberi petunjuk dan blmbmgan tek:ms serta pengawasan kepada
bawahan; | R
s SENEE
SRR
L
b4




e. Mengatur, mendistribusikan ‘dan mengkoordmasménf i;tugas kepada
bawahan; SRR
f. Melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan !dan: pengelolaan
kegiatan pelayanan medik; RN
g. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa éaraha prasarana,
tenaga, peralatan medis dan kebutuhan la.mnya, uE ? (-
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medls d1 mstalam terkmt
Mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasx pelaksanaan medical
(Staf by laws); M
j. Mengkoordinasikan instalasi terkmt lamnya unt}lk membenkan
informasi / penjelasan dan memmta pcrsetu_]uan (Infomed consent) atas
tindakan medis yang dilaksanakan; = ; i
k. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung]awabkan hasil
kerja bawahannya; . i : '
1. Melaksanakan tugas kedinasan 1amnya yang dxtugalskan oleh!atasan ;
dan ¥ i
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dlrektur
Menyusun dan menyiapkan Standar Prosedur Operasmnal (SPO) tentang
standar tenaga, standar sarana prasarana seba{,al pedoman dan

bimbingan pelaksanaan program, o ]

|l
H

HE

B

Pasal 19 R
Bidang Keperawatan ‘:.~ ; 2 |
‘Kepala Seksi Pelayanan Medik,Keperawatan dan Ru_]ukan rnembtinyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja bldang o I o
b. Mengkoordinasikan rencana dan program keI]a bldang' L
c. Memberikan petunjuk dan bunbmgan teknis serta pengawasan kepada

bawahan; :

d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordmas&an tugas kepada
bawahan; : . )

e. Mengkoordinasikan pengaturan keglatan pelayanan perawatan di
seluruh instalasi terkait; : ,

f. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaaan dan evalua31 dan asuhan

Pelayanan Keperawatan di Instalasi Rumah Sakxt L

g. Mengadakan pemantauan pengawasan. evaluas1 dan Mutu P:alayanan

Asuhan Keperawatan sesuai dengan Standar Mutu yang telah

ditetapkan; - -g "!

h. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana,

tenaga, peralatan keperawatan dan bahan kebutuhan lamnya

i. Menyiapkan, mengatur dan melakukan péﬁ'géwasan serta | evaluasi
Kebutuhan Peralatan/ Logistik Pclayanan dan Asuha{niKeperawatan;

j.  Melaksanakan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan

Pelayanan Keperawatar,; '

k. Menyusun dan menerapkan pelaksanaan Standa.r Pmsedur Operasional

(8PQ) dan ijin kerja tenaga perawat; e
1. Mengevaluasi kegiatan has_ll kerja dan, §lapq;ah untuk bahan
perencanaan berikutnya; . B E y,
SEOE

B
)
}
1
i
i
H
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m. Melaksanakan sistem pengendahan Intern, S | s ;' j 1

n.
0.

Kepala Seksi Penunjang Medik
a.
b.
c.

J-

Bldang Pemeliharaan Sarana Kesehatan R I S
a. ' L
b.
Cc.

Menilai tugas kedinasan lainnya yang dltugaskan oleh atasan, dan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepalal =Sek31 Pelayanan

Medik 1 :
S .:l
Pasa120 v ;g :
Bidang Penunjang Medik B
!

Menyusun rencana dan program kerja bidang; ;| L ! ?
Mengkoordinasikan rencana dan program kerja bldang, SRR
Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordma&kan tugas
bawahan; ..;!:E:s

Membimbing dan memberikan pctunjuk kepada bawahan, :

kepada

Mengkoordinasikan kegiatan dan pcrnehharaan peralatan kesehatan
diagnostik {Laboratonum dan radmlogl), farmasx, gxm, dan stenhsasx,

berikutnya; S
Melaksanakan sistem pengendallan intern; : ;! R N o

Menilai Prestasi kerja bawahan dan mcrnpertanggungs Jawabkan hasil

kerja bawahan; ;
Melaksanakan tugas kedmasan lamnya yang dxtugaskan oleh
dan . E : g
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara hsan.maupun
kepada Direktur. : _ T 1

S

Menyusun rencana dan program kerja L B
Memberikan petunjuk kepada bawahan Hn I

Menyusun dan melaksanakn Standar Prosedur Opera 16ﬁal (SPO)

tentang pemeliharaaan dan sterilisasi alat kesehatan i } .

Menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan pengendahan

sarana dan prasarana alat kesehatan; o K

atasan;

tertulis

Mengatur mendistribusikan dan mengkoordmasﬂ(an penggﬁnaan serta

pemeliharaan dan sterilitas peralatan kesehatan. -~ | | i |
Merencanakan kebutuhan pemeliharaan dan stenhtas' seluruh
peralatan kesehatan ‘ o il L |
Melaksanakan Pengelolaan keglatan pemehharaan dan stenhtas
seluruh perlatan kesehatan yang dimiliki oleh Rumah Saklt
Melaksanakan sistem pengendalian intern P : A
Menilai Prestasi kerja bawahan dan mempertangggung]awabkan

kerja bawahan; - ; n .[ .'-I

hasil

Melaksanakan tugas kcdmasan lmnnya yang dltugaskan oleh atasan;

dan : : s
Melaporkan hasil pclaksanaan tugas kepada kepala sek31

: . | 5 : :
Pasal 21 SRR ; B
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit
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Menyusun rencana dan program kerja bagian - N a,
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Baglan Keuangan mempunya.l tugas o L :

P po g P

- Rumah Sakit o R !- :l§; )

‘Melaksanakan sistem pengendahan intern; SR

RS AN R
: S S A N
4 T R H T R
4 o

i .
Mengkoordmasﬂ(an rencana dan program kelja bag1an , :
Memberikan petunjuk kepada bawahan e E ' o . ;

}
1
3
{
{

. Menyusun rencana Strategis Rumah Saklt (RENSTRA) ‘menyusun

[RE IR

rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Rellqana Bisnis dan
Anggaran (RBA), Rencana Program dan Keglatan P ; ' { i ;
Menyusun rencana pcnaadaaan pcralatan dan fasﬂltas pclayanan

Pengolahan data dan penyusunan Iaporan tahunan, proﬁl Rumah Sakit
serta pertanggungjawaban kinerja rumah / laporan Kmexja Rumah Sakit
(LAKIP) dan laporan Kinerja BLUD; - ; ! H
Mengatur mendistribusikan dan mengkoord;qg_sxk_an tugas kepada
bawahan ap l
Menyusun dan menylapkan Standar Prosedur Operasxonal (SPO) btentang
perencanaan dan pengcmbangan Rumah Saklt anatarallam ‘penelitian,
BLUDdanJemsPelayananRumahSakn G EE .I ‘ -
Menyusun Penetapan Kinerja Rumah Sakit; - & | {111
Melakukan koordinasi untuk pcngcmbangan Rumah Saklt antara lain
penelitian, BLUD dan jenis Pelayanan Rumah Saklt SIM Rumah sakit

Melakukan koordmam untuk Pengembangan Mutu Rurnah Saklt antara

rrrrr

Melakukan prom031, pemasaran bOSIaI Pclayanan, iPenanganan
Pengaduan [ komplam PubhkaSI Rumah Sak1t dan kegiatan

i

kehumasan; DERRE I ! ,l :

i

'Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasﬂ_

kerja bawahan; i ! !

Melaksanakan Melaksanakan tugas kedmasan Ian}nya‘ yapg ditugaskan

oleh atasan; dan ;r,i! 7
Melaporkan hasil peIaksanaan tugas kepada D1rektur. E

i"‘"
B I

Pasal 22 e
Bagian Keuangan N

i

o
f
'

Menyusun rencana dan program kerja baglan o 5 N AREE |
Mengkoordinasikan rencana dan program kexja bagxan’ 3
Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian .!:: j A
Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahanl : : i
Menyusun rencana anggaran biaya langsung dan;tak langsung
Menyusun Retribusi. Pelayanan, Renumera31, Renumerasx/Jasa
Pelayanan dan Unit Cost; SR i ;s e '
Menyelenggarakan  tata usaha. kcuangan sesuaJ [ denéan ketentuan
peraturan Pcrundang-Undangan yang berlaku dan pedornan yang telah
ditetapkan; g : Y

Mengatur mendlstnbusxkan dan mengkoordma51kan tugas kepada

i1|

bawahan AN k

Menyusun laporan keuangan dan Laporan Kmex]a Kcuangan BLUD -
iy /7




ol
.

Z.

aa.

'Mengeluarkan uang yang bersumber dari anggaran la :

‘dan dan tak langsung;

langsung sesuai dengan anggaran, Otorltas venfikasl’,,:
pertanggung jawaban keuangan; Cd

.,;[[.-

Membayar tagihan-tagihan Ia.mnya sesuai dengan peratfur%ﬁi Perundang-

F R

Undangan yang berlaku; SR
Membayar gaji dan insentif pegawal dﬂmgkungan Rumah Sakxt
Melaksanakan sistem pengendalian intern dan membuat
keuangan yang dibutuhkan pihak Internal maupun Ekstcrnal

,‘,.

Membantu pencatatan dan pelaporan keuang,ani scrta mempermkas:

seluruh pengeluaran Rumah Sakxt B 3 p
Membuat jurnal umum, buku kas pengeluaran; ! g 3 Coi

4

Membuat laporan neraca, Aktivitas R/K ahran kas; dan realisasi

anggaran serta catatan atas laporan keuangan dan lgp:ofan

keuangan BLUD; SESES I R

i iy
H R

kinerja

Melakukan verifikasi terhadap pengeluaran cek l BG/tfaﬁsfe_r dari kasir

pengeluaran dengan Rekemng Bank. ° = .« i IEHES
Menverifikasi bukti ~pengeluaran bcrupa lembar= Oider,
pengeluaran kas, Legality Form dan Nota/ Kmtans1,, ; :

lembar

Melakukan pemeriksaan dan penehtxan terhadap anggaran langsung

Mengumpulkan mengolah, menya_ukan dan meng _
keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat é ! ; :
Menyampaikan laporan pertanggun.awaban f mengeneu
pengeluaran keuangan Rumah Sakit yang dltuangkan
administrasi akuntansi; :

_r:"

ahsa data—data |

seluruh
dalam

Menyusun anggaran pendapatan Rumah Sakit dan melakukan evaluasi

perkembangan pendapatan Rumah Sakit “3 | ;s Hi

Menerima dan membukukan pendapatan Fungsmnal zRurnah Sakit dan
melakukan Penyetoran Kepada Bank, serta menylmpan J1ka Bank tutup;

Menverifikasi - setoran penerimaan dari kasxrg peﬂénmaan

Rekening Bank dan membuat buku kas penenmaan ¥ . § F ;

Menyusun Retribusi Pelayanan dan Renumera51 / Jasa pelayanan serta
Unit Cost - i '

i
T

e i
f:ifg
z*” ?

l!t

}l}r

Melaksanakan Sistem Pengendahan Intern ‘: '

dengan

Menilai prestasi kerja bawahan dan mempefﬁanggq]xxg)aﬁabkan hasil

kerja bawahan; - - S

bb. Melaksanakan Melaksanakan tugas kedmasan Iamnya!yang dltugaskan

CC.

A TP

oleh atasan; dan i
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dlrektur

Pasal 23
BagianTataUsaha

Menyusun rencana dan program ker]a bagxan, Lo , :
Mengkoordinasikan rencana dan program kerja'baglani I

Mengkoordinasikan pada Kepala Sub Bagian ; g o IR
Mengatur dan mendlstnbusﬂ{an dan mengkoordmasﬂcan tugas
bawahan ' P [t

;;%;=

U I S S

laporan |

kepada %

7




TR0

e

B

H.ap o

o

< Mg <

z.

aa.
bb. Melaksanakan tugas kedmasan lamnya yang dltugaskan ioleh

ccC.

‘Membuat buku penjagaan pegawai;
Menyiapkan bahan usul kepangkatan, pembmaan,

Membimbing dan memberi pctun_]uk bawahan }; S x

Melaksanakan penatausahaan urusan tata usaha dém kear51pan

' 1y FRRNINES
Cooatilpr oo
; FEFEL R

1
i
i -

Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapannya .
Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawalan serta Penyclcnggaraan

Diklat

!:!!‘.

Melaksanakan pengawasan terhadap kebers1han, ‘ kenyamanan dan

keamanan kantor, Laundry dan sanitasi Rumah Saklt
Melaksanakan kegiatan Protokoler ‘

1N

:_ti:i

Menghimpun dan mempelajan peraturan Perundan Undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknls scrta melaksa.nakan
penyelenggaraan kerjasama dan MOU dengan p1hak pemerlntah swasta

atau lembaga lainnya;

HEN

Melaksanakan pemeliharaan dan perbalkan terfzatliap? lsarana dan

prasaran Non Medik
Mengkoordinasikan Instalasi
pemeliharaan sarana dan prasarana,

i
1 *

o
_r“.

tcrkalt lamnya untuk ‘ ipelaksanaan

Menyusun Standar Operasional (SPO) dan rencana kebutuhan rumah

tangga dan barang serta peralatan Non Medis; | ;
Melakukan pengendalian dan pengawasan konsum31
Menyusun dan meneliti Rancangan Produk Hukum,

a:!'
1o

Lo
P

i
o .‘; .
nl'_

pemberhenttan,

mutasi, kenaikan pangkat termasuk ken&ukan pangkat melalux angka
kredit jabatan fungsional, gaji berkala, cuti, | penghargaan dan usul

lainnya; S |'
Melakukan analisis jabatan pegawai; o i

Membuat Rekapitulasi Absensi Pegawai; |
Membuat, menghimpun dan memehhara daftar 1.|z
(DUK); o

:ii‘!‘E'

Menyiapkan blangko -blangko kepegawazan, 3 AR

Menata dan menyimpan berkas kepegawaian; .

. Menyiapkan rekapitulasi prosedur kepegawalan secara Penodlc,

‘ . :

rut ;kepangkatan

Menyelenggarakan kegiatan upacara bendera ba1k kedmasan maupun

Kenegaraan atau Nasional; :

Melaksanakan sistem pengendalian Intern; .
Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggun
kerja bawahan;

dan

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dq'_e_ktur :

Pasal 24 .
Wewenang Direktur

Direktur mempunyai wewenang untuk :

: i H :
a. Memimpin dan mengelola Rumah Sakit sesuai’ den_gan t_u_]uan

ifora
o

g Jawa

|E|1.
1 g

t
!

bkan hasil

atasan;

Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana dengan sénanuasa berusaha

meningkatkan daya guna dan hasﬂ guna;

H
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1)

(2) Satuan Pemeriksa Internal yang selanjutnya dlsmgkat dcngan SPI dx
dan dltetapkan dengan keputusan Dlrektur ST 3 : 5; i

™

m. Menylapkan laporan tahunan da.n laporan bcrkala AN

Syarat dapat dlangkat menjadi Dlrektur adalah ! .; 5 g 'y ¥ %
a.

b.

Menggunakan memlihara dan mengelola aset Rumah Sakit;
Mewakili Rumah Sakit baik di dalam dan di luar. pengadllén,
Menetapkan kebijakan anggaran modal dan Operasxonal Rurnah Sakit;

Menetapkan kebijakan dan prosedur, menyetujul pendldlkan, penehtlan
dan pengembangan para profesional di bidang kesehatan, .
Pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakxt; Urnum Daerah
Kabupaten Bombana Sebagaimana yang telah l dlganskan oleh
pemerintah Daerah Kabupaten Bombana 31 3ol ; n
Menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Blsnlls dan Anggaran
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana B ‘ P | =
Mengadakan dan memelihara pembukuan serta admunstras1 Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana sesual dengemE lice}azxman yang
berlaku bagi Rumah Sakit; : g:; :::
Mengusulkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Saklt Umum Daerah
Kabupaten Bombana lengkap dengan susunan _}abatan idan rincian
tugasnya untuk disetujui oleh Bupati; o I %'I
Menyetujui kebijakan dan prosedur serta menyctujul ipcndldlkan para
professional kesehatan dan penelitian. \ - S ' % '

Mengangkat dan memberhentikan tenaga: honorer dan/atau kontrak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang berlaku _ |

Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kevvajlbamI tenaga
honorer dan / atau kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Lo

M i
¥ R

Pasa.l25 TR R S
PersyaratanDu'ektur SRR

Seorang dokter yang memenuhi kriteria keahhan, mtegntas
kepemimpinan dan pengalaman di bidang Pemmahsalntan

Berkelakuan baik dan memiliki dedlkam untuk mengembangkan usaha
guna kemandirian Rumah Sakit; '

Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan gdgak pernah menjadi
pemimpin perusahaaan yang dmyatakan pa111t, i _ E S ’ _ f J -
Bersedia membuat surat permyataan kesanggupan untuk men_] jalankan
praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit; Co | : : ; ‘

Memenuhi syarat administrasi kepegawman bag1 Dlrektur yang
berstatus Aparatur Sipil Nccrara _ RS E e : g

S a |
BABIX i IS
SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI] P
Pasal 26 E o

Satuan Pemeriksa Internal yang selanjutnya chsmgkat dengan SPI bcrada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Dlrektur Rumah Saklt Umum
Daerah Kabupaten Bombana; ' :

bentuk 0[.

?

: '.
Sk
b
f

l
,sl
. li
: SRR
ot o fk



(3) Tugas dan tanggung jawab Satuan Pemenksa Internal
disingkat dengan SPI adalah: , EEE
a.

@)

(1)

@

d.

"
N
P

_‘;‘4_‘,__.-
g ”“ —
L - T

1
:ix

i

1

i

selan_]utnya
o
Melakukan kajian dan analisa terhadap rencana Investas_x Rumah Sakit
khususnya sejauh mana uraian pengkajian dan pcngelolaan re31ko telah
dilaksanakan oleh unit — unit yang lain; S - i L

‘Melakukan penilaian terhadap - sistem pengendah!a?,‘ pengelolaan

pemantauan, efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur, dalam bidang
keuangan, operasi dan pelayanan, pemasaran, sumber daya manusia
dan pengembangan Rumah Sakit; SEEENN |
Melakukan penilaian dan pemantauan mengenax sxstcm pengendahan
informasi dan komunikasi yang mellputl En) ; ‘| ‘ ;
1. Informasi penting Rumah Sakit terjamin kcamanannya"; =
2. Fungsi Sekretariat Rumah Sak:xt dalam pengendahan mformasx dapat

berjalan dengan efektif; |

a*{

l

3. Penyajian laporan-laporan Rumah Saklt memenuhx peraturan dan' ‘

Perundang-Undangan;

Melaksanakan tugas khusus dalam hngkup pcngendahan Internal yang

ditugaskan Direktur; - = .f ,

Dalam melaksanakan tugasnya sebagalmana dlmaksud_ dalam ayat (3),

Satuan Pemeriksa Internal {SPI) berfungsi : RERER
a.

AR
Unit monitoring yang bersifat Independen untuk f ; g 5

1. Membantu Direktur agar dapat secara efektlf menga;r;an%can investasi
dan aset Rumah Sakit; o S |
2. Melakukan penilaian desain dan unplementam Penger;dahan Internal;

3. Melakukan analisa dan evaluam efektlf proses sesuai dan prosedur
pada semua bagian dan unit keglatan Rumah Saklt, | ‘ b i
Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dalam melaksaqakan - fungsinya
bertanggungjawab langsung kepada Direktur; i f 3 o
Tugas dan fungsi sebagiamana dimaksud dalam ayat 3)
disampaikan dalam bentuk rekomendam kepada Dlrektur' L
Bahan pertimbangan berupa rekomenda51 sebaga.lmana. dJmaksud pada

ayat (5), adalah berdasarkan penugasan dari Dlrektur. , ; o

dan (4)

BABX ’
KOMITE-KOMITE

i " .

Z N

L
TR
.;‘v'
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. 1.‘ l
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i

Pejabat pengelola Rumah Sakxt dalam mengawal Mutu Pelayahan Kesehatan
berbasis keselamatan pasien maka perlu d1bentuk kormte-koxmte yang
merupakan wadah professional dan me1hk1 otoritas: dalam orgamsasx staf
medik, keperawatan, etika dan hukum, pencegahan dan pengendahan

infeksi (PPI), farmasi dan terap1 serta dalam rangka

mengembangkan

pelayanan, program pendidikan, - pclatlhan serta: Mengembangkan [Imu

Pengetahuan Dan Teknologi. . E
Pembentukan komite-komite ya1tu - T

a.

b.

ol i
'-l:-
.

1

Komite-Medik; - AR L A
Komite Keperawatan; ' -

-
|
¥

b

7



TR T TN
1o L
ST
c. Komite Etik dan Hukum; - | TR N
d. Komite Pencegahan dan pengendahan Infeksi (PPI), dan (BEE
e. Komite Farmasi dan terapi. :

(3) Komite-komite sebagiamana dimaksud pada ayat (.2) meruﬁakéh Badan Non
| Structural yang berada dibawah serta bertanggung Jawab kepada Ditektur.

i !
:‘ ; i t 1 | ;
BagianKesatu ;j SRS
KOMITE MEDIK SN
BH IR
- Pasa128 TR
| Pengorganisasian Komite Medik i
(1) Komite Medik merupakan Orgamsasx Non Structural )ansg 'dlbentuk di

Rumah Sakit; dan ‘ i H :
(2) Komite Medik sebagaimana dzrnaksud pada ayat (1) b kan merupakan '
Wadah Perwakilan dari Staf Med;k : AR

o | Pasal29 . |l

. : Organisasi dan Keangggotaan Komite Medik .
| "! \

(1] Komite Medik dibentuk oleh D1rektur Rumah Saklt}_ Umum |Daerah
Kabupaten Bombana ok . .

(2) Susunan Organisasi Komite Medlk terdm dan L

a. Ketua ;

= a
b. Sekretaris, dan B T AP ;i;'j
+ ¢, Subkomite L f ""55E?ﬁ ': o :
(1) Keanggotaan Komite Medlk d1tetapkan oleh Dlrekt dengan -
- mempertimbangkan sikap professzonal reputasi dan perllaku ; ‘ _
" (2) Jumlah keanggotaan Komite Medik: seabagaJmana dlmaksud pada ayat (3)
disesuaikan dengan jumlah staf medik di Rumah Sak1t ak H I '

‘‘‘‘‘‘

{3) Anggota Komite Medik terbagi kedalam Sub Kormte |
NN
® —  Pasal30
Pemi].ihan Komite Medik Lo o

(1) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur . dcnganf memperhaukan
masukan dari staf medik yang bekerja di Rumah Saklt s 1
(2) Sekretaris Komite Medik dan Ketua—Ketua Sub Komltc dltetapkan oleh
Direktur berdasarkan rekomcndas1 dari Kctua Kormte Medlk dengan

memperhatxkan masukan dari staf yang bckcxja d1 Rumah Saklt

15-

TugasdanFungsi Komite Medxk ;; .

| (1] ‘Komite Medik mempunyai tugas menmgkatkan profesmnahsme staf medlk

yang bekerja di Rumah Sakit dcngan cara.: : I _

a. Melakukan Kredensial bagi seluruh staf medxs yang akan mel.':l]ec'udm:!.rl[11
S

pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah’ Kabupatcn Bombana

b. Memelihara mutu profesi staf medis ;dan SRS HE i
‘c. Menjaga disiplin, etika dan perﬂaku profe81 staf medlk.f P
U

SURN

Loy S

Gl




(2) Dalam melaksanakan tugas Kredens1al Kormte Medlk Erné:rx’liliki fungsi
sebagai berikut: - - HHEHES
a. Penyusunan dan pengkompllasxan daftar kewenang ' ‘ klijlis sesuat

dengan masukan  dari kelompok staf medls berdasarkan norma
keprofesian yang berlaku; L ’ H’ g
b. Penyelenggaraaan, pemenksaan dan pengka_]xan SR
1. Kompetensi; \
2. Kesehatan fisik dan mental; SRS
3. Perilakuy; : o . Dot 0
4. E.tzkaProfes1 o '
Evaluasi data Pendidikan Profesxonal Kedokteran berkelan_]utan i
Wawancara terhadap permohonan kewenangan khms 1 HE
15
Penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yalng adckuat _
Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampalkan :rekomendas1 '
kewenangan klinis kepada Komite Medxk b .! ; ! % ' & | "
g. ‘Melakukan proses rekredensial pada saat berakhmy? masa {berlaku
. surat penugasan klinis dan adanya pcrrmntaan darl Komlte Medlk
- h. Rekomendasi kewenangan klinis dan penerb1tan surat penugasan klinis.
(3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profcsn staf medxs,l Komite
Medik memiliki fungsi sebagai benkut A ! . _; ur ! 5 ;
a. Pelaksanaan audit medis; S ;;
b. Rekomendasi pertemuan 1Imlah mternal dalam rangka pend1d1kan
berkelanjutan bagi staf medik; - : ! ‘ i o
c. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam ran ka | pendidikan
" berkelanjutan bagi Staf Medik Rumah Sakit | ;E i
d. Rekomendasi proses pendampmgan bagi staf meq;s yang membutuhkan.
(4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan pcnlaku profe51 staf
medik Kormte Medik mermhkl fungsx sebagai benkﬁt B !
Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran: 1’ E 1 i o
Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelangggaran dlSlphn
Rekomendasi pendisiplinan perilaku profcsmnal di Rl.'ur'lah Saklt
Pemberian nasehat / pertimbangan dalam mengambll keputusan etis

pada asuhan medls pasmn S R g ’12 ;

2 l H
S
i
|

™o a0

poop

Pasalaz A 5'§
Wewenang Komite Medik (i ; :

R

g
A
a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan khms / D lineation of

Clinical Privillage - SEE N
b. Memberi rekomendasi surat penugasan klinis / Clmtcal Appomtment

c. Memberi rekomendasi penolakan kcwenangan khnls / Cluucal Prw:llage

d. Memberikan rekomendasi perubahan/ mod1ﬁkas1 nnc1an kewenangan ‘
 klinis/ Delineation Of Clinical Privillage -~ *:11: [/} 1]

e. Memberi rekomendasi tindak lanjut audit medls B i

f. Memberikan rekomendasi pendldlkan kedokteran beri';elafljutan

g. Memberi rekomendasi pendampingan/ Proctonng : o

h. Membenkan rekomendasx pembenan tlndakan d1$1p11r:1; l U]

B e
. [ S
. . s ]
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Pasal33 ol
Sub Komite i b

(1) Ketua Sub Komlte dltetapkan oleh Dlrektur Rurnah Saklt berdgsark
rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan memperhan!(an masukan
dari Staf Medik yang bekerja di Rumah Sakit. B i

(2) SubKomite yang ada d1 Rumah Sak:lt Umum Dacrah Kabupatql? Bombana
terdiri dari: - ‘ : , i 3
a. Subkomite kredcns1a1 L i e
b. Subkomite mutu profesi; R ' RN
c. Subkomite etika dan disiplin profesx G 1 : |

|
T
it

SUB KOMITE KREDENSIAL Rk
e ,s; :
Pasa134

: .
1:4 :

Untuk memprotcksn masyarakat Kormte Medik mem111k1 peran melakukan
penapisan (Kredensial/Rekdensial) bagl seluruh staf lmcdlkfdl Rumah Sakit
melalui subkomite kredensial ‘ _ SEHN

' Pasal35 . ||
Pengorganisasian Sub komite Kredensxal 158
Ehor D

'_ (1) Pengorgamsasmn Subkomite: Krcdensml terdiri dan ; ; ;

a. Ketua; . ; R : 1
.b. Sekertaris; . i
c. Anggota.

R (2) Proses Kredensial dllaksanakan dcngan semangat keterbukaan, adil,
obyektif sesuai prosedur dan terdokumenta31 IR ! , ; . .
~ (3) Subkomite Kredensial melakukan. penilaian kompctcnsx seseorang staf
"~ medis dan menyiapkan berbagia - mstrument lu‘edenmal yang dlsahkan :
Dlrektur Rumah Sakit. Instrumen tersebut pahng sedlk:lt kepljakan Rumah
-Sakit tentang kredensial dan kewenangan khms pedb'man pemlam
. kompetensi klinis, formulir yang diperlukan; u;-l H éii :
{4) Pada akhir kredensial, komite medik mcncrbltkan rekomenda31 kepada
 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana tentang hngkup
 kewenangan klinis seorang staf medis; SENES i
- (5) Subkomite kredensial melakukan rekredensxal bag1 setlap staf medls yang

- mengajukan permohonan pada "saat beraklumya masa 1 berlaku surat
penugas klinis. EEL

:-ii_.i'
) -I! o

' Pasal 36 :
Tata Ke1:ia Sub Komite Kredensial

(l) Staf MCdlS mengajukan permohonan kewcnangan kllms kepada Direktur
' Rumah Sakit dengan mengisi formulir daftar rmc1an kewenangan khms yang
. telah disediakan rumah sakit dengan dllengkapx bahan—bahan pendukung,
-2 Berkas permohonan staf medis yang telah lengkap ’dlsa.rnpalkan oleh
| Direktur Rumah Sakit kepada Komite Medlk e 8 )
(3) Kajian terhadap formulir daftar rincian kewcnangan khrus jana telah diisi }k
oleh pemohon, NN

g




@

(6} Daftar rincian kewenangan klinis dxperoleh dengan cara S
Menyusun daftar kewenangan klinis dllakukan dquan meminta

(7) Rekomendasi pemberian kewenangan klinis dllakukan oleh komlte medik

(8).

'(9) ,

™o a0 gt

Pengkajian oleh Sub komite kredens131 mehpuu clemen

a. Kompetensi;

2. Kognitif
3. Efektif
~ 4. Spikomotor.
b. Kompeten31 Fisik
c. Kompetensi mcntal/ Perilaku dan
d. Perilaku etis.

cakupan praktik;

3 irir o

S

e S TGN P

! L H
H f;l.
o

1. Berbagai area kompeten31 sesuai standar kompetens: yang disahkan
oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk 1tu

[
P

I
th
2:' :
}, i

(5) Kewenangan klinis yang dlbenkan mencakup derauatI ;kompetenm dan

H
H

a.

- masukan dari setiap kelompok staf medis; ¥ |

b. Mengkaji kewenangan klinis bagi pemohon dengan mcnggpnakan daftar
rincian kewenangan klinis;dan | e: 3 * |

¢. Mengkaji ulang daftar nnczan kewenangan ’kllnlS ;bagi staf medis
dilakukan secara periodik; SENi E o |

berdasarkan masukan Subkomite Kredcnsxal

Subkomite kredensial melakukan rekredensial bag1 setlap
mengajukan permohonan pada saat bcrakhxrnya rnas:a berlaku Surat

‘Penugasan Klinis (SPK) dengan rekomendasi berupa : ?

Kewenangan klinis yang bersangkutan dllanjutkan
Kewenganan klinis yang bersangkutan dltambah
Kewenangan klinis yang bersangkutan dlkurangl, ;

Kewenangan kllms ya.ng bersangkutan d:\akl'un

atau menambah kewenangan klinis yang dumhk:l dapatl menga_]ukan
permohonan kepada komite medik melalui Dlrektur
Selanjutnya, Komite Medik menyelenggarakan pemblnaan

‘lain melalui mekamsme pendampingan ( Proctormg)

SUB KOMITE PROFES_[ .

fpaéal 37

Kewenangan klinis yang bersangkutan diubah. d1mod1ﬁka3},dan

: ; E

535

: E B
i
i

§E H' N

staf medls yang

!

i :

H ‘~!t

H

I
H

a 45
) L

Kewenangan klinis yang bcrsangkutan d1bekukan untL{k wékfu tertentu;

i
;

Rumah Sakit.
: p'rofe81 antara

tH

l

1
I

!
1
: l

Untuk menjaga mutu profesi para staf medis, kormte rncd1k kormte medik
‘mempunyai peran melakukan audit medis, mcrckomendasman pend1d1kan
berkelanjutan dan menfasilitasi proses pendampmgan staf medxs melalm Sub

o komzte Mutu Profesi.

;




Pengorgamsama Subkoxmte Mutu Profe81 terd1r1 dari &

a.
b.

¢. Anggota ' ) - ' SRR

i LR

Pasal 38 | ,
Pengorganisasmn Sub Komite Mqt[l 1I'rgfes: -

Ketua; _ : . E DERE I
Sekertaris; o ST DA 1 2 B I

' Pasal39 ‘
Tata Ketja Sub Komite Mutu Profesi

;
l
i

1
:t}i

(1) Pelaksanaan audlt medis harus dapat memenuh1 4 (Empalt) peran penting

2)

®

yaitu: it ;
a.

b.
c.
d.

_LangkahlangkahpelaksanaanaudxtmedJS’ | ﬁ':;‘éi;.liEg_.

™o e o

g-

Sebagai . sarana untuk melakukan pemlalan terhadap| kompeten31
masing-masing staf medis pemben pelayanan di Rumah S?.klt
Sebagai dasar untuk pembenan kcwcnangan klmls / chmcal privilege
sesuai kompetensi yang dimiliki; _ = 3 o
Sebagai dasar bagi komite medlk dalam merekomendasxkan pencabutan
atau penangguhan kewenagan kllms/ Clmtcal antlege, | ] i : ‘
Sebagai dasar bagi komite medik dalam merekomenldasikan
perubahan/modifikast rincian kewenangan klinis' seprang staf medis

Pemilihan topik yang akan dllakukan audlt e | g i :
Penetapan standar dan kriteria;: SR |
Penetapan jumlah kasus/ sampel yang akan d1aud1t g :
' Membandingkan standar/kriteria dengan pelaksanaan pelayanan, .
Melakukan analisis kasus yang tldak sesuai standar dan kntcna,
Menerapkan perbaikan; o 1 § 5 ji 0 f |
Rencana reaudit. o RSN L

s‘?;:

Sub Komite Mutu Profesi ‘dapat merekofﬂéhdésikan ‘pendidikan
berkelanjutan bagi staf medis : G
a.

Menentukan pertemuan ilmiah yang harus dllaksanakan oleh imasmg—
masing kelompok staf med1s dengan pengaturan wakm yang

disesuaikan; R ' ?:
i

Pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus antara lain
meliputi kasus kematian (death case), kasus suht maupun kasus langka;

Setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai NotulenSI, kesunpulan dan

daftar hadir peserta yang akan dx_;ad:kan perumbangan dalam pernla1an
disiplin profesi; : |1 P

Notulensi beserta daftar hadir mcnjadl dokumen / ar51p Sub Komite
Mutu Profesi ~ ' o

Sub Komite Mutu Profesi bersama-sama dengan kelompok staf medis
menentukan kegiatan ilmiah yang akan dlbuat olehlSub Kon'ute Mutu
Profesi yang mellbatkan Staf MCdlS Rurnah Saklt sebagalsnara sumber
dan peserta aktif; - H

Setiap kelompok staf medis wapb menetukan m1mma1 §atu kegiatan
ilmiah yang akan dllaksanakan dengan Sub Korruté Mutu Profesi
pertahun ' _ _ _ o . RERE % :

»
e s i o
..

)




h.

i.

 (4) Sub Komite Mutu Profesi dapat menfasxhtam ;prosesz
(proctonng) tcrsebut S : gt _j 55 :

~ Peran komite medik dalam upaya pendlslphnan staf mcch
- Sub Komite Etika dan Disiplin Profe31 :

a.

b.

C.

_ Pengorgamsasmn Sub Kormtc Etika dan DlSlphn profe31 terdln dari:
Ketua; \ ‘: L
Sekretaris; : o
Anggota.

Pasal 42

Tata Kerja Sub Komlte Etzka dan DlSlphn Profesi sebagau benkuf : |

(1) Dalam Melaksanakan tugasnya, Sub Komite . Euka dan
memiliki semangat yang bcrlandaskan ]

a.

b.
c.

4
)

b
C.
d.
e

f.

£.

~ h
)

Peraturan Internal Staf Medis;

Tolak ukur dalam upaya pend181phnan perilaku profeé1dn
a. |
b. Prosedur kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit ;

Kode etik Kedokteran Indones:a,

-y

ey

- Sub Komite Mutu Profesi bersama dengan baglan |
penelitian Rumah Sakit menfa51hta51 kegxatan* terselbut dan
mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesx, bl

pendldlkan dan
dcngan

Menetukan kegiatan ilmiah yang dapat diikuti’ olch mamﬁg—masmg staf

medis setiap tahun dan tidak mengura.ng1 hari cut1 tahunannya,
Memberikan persetujuan tcrhadap permmtaan staf

asupan kepada manajemen.

i

Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

Pasal 41 ol

i
o

[
¥ B
I [
i
H H

Peraturan Internal Rumah Sakit;

Etika Rumah Sakit;
Normal etika medis dan nonna—norma bioetika;

Pedoman Pelayanan Kedokteran Di Rumah Saklt

Daftar kewenangan Klinis Di Rumah Sakxt

Pedoman perilaku Profesional : Kedoktcran / buku
Praktik Kedokteran yang baik;

. !

H
1
!
[
|‘_’--
i :
al
IR
1

i
i
i

f
| i
o
i

S
F

med1s

K

i
gi

Phad
Disiplin

sebagai

p;e'ndampingan

Profesi

I penyelenggaraan
|

Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku d1 Indone31a,

Pedoman pelayanan Medik /Klinik; NI :

i f"

Standar Prosedur Operasional Asuhan Medis. ' , o

t
j 4
i

§oi
t';-

'Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dlbentuk oleh
Ketua Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi. Panel. terdln dan 3 orang staf

medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagal berlkut
1 (satu) orang dari Sub Komite Etika dan DlSlplln Profem yang memiliki.

a.

disiplin ilmu yang berbeda dari yang dxpenksa,

ii
i
b
it
it
P
)
il
T
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1
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i
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i
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b
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b. 2 (Dua) oarng atau Ieb1h staf medls dari d131phn llmu yang samaldengan
yang diperiksa dapat berasal dari dalam rurnah saklt' atau luar rumah
sakit, baik atas permintaan komite medik dengan perlsetu_;uan ]I)lrektur R
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana atau JD}rektur Rumah -

Sakit terlapor. , i

SUB KOMITE MUTU PROFESI 5 ! e
Pasal 43

Untuk menjaga mutu profcsn para sta.f medls komlte medlk rnel.fnpunym peran
melakukan audit medis, mcrekomcndamkan pendldlkan berkelanjutan dan
menfasilitasi proses pcndampmgan staf mcdls mela1u1 sub kormte mutu profesi.

_Pasal44

Pengorgamsasmn Sub Komite Mutu profem terdm danl‘ *
. Ketua, - : T :
_ b_. Sekretaris; dan
.1 - ¢. Anggota.

| Pasa'1.4'5 .

Tata Kerja Sub Komite Mutu Profesi - ' S
(1) Pelaksanaannya audit medis harus dapat memenuh1 4 (en:lpat) peran
_penting yaitu : 15
‘a. . Sebagai sarana untuk melakukan pemlalan terhadap kompetensi
masing-masing staf medis pemberi pelayanan d1 Rumah Saklt
b. Sebagai dasar untuk pemberian kcwcnangan kllms / Clinical antlege

" sesuai kompetensi yang dimiliki; RN ’.lfi"‘ |
c. Sebagai dasar bagi komite medik dalam merekomendaslkan

LI

pencabutan atau pcnangguhan kewena.ngan khnls /' (,ltn.tcal anlege

1l|

d. Sebagau dasar bag1 komite mcdlk dalam merekomenda31kan perubahan

------

. e. Mekanisme pemeriksaan pada upaya pend131pl1nan penla.ku
: professional, adalah sebagai benkut _ ; Lo EE ” X

‘a. Sumber Laporan : [ Lo '

1. Perorangan : C Ei.‘{
1) ManajemenRumahSaklt | SRR M B

2) Staf medis lain; ' § !

3) Tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehaian; f

Pl

4) Pasien atau kcluarga pasmn E af
2. Non perorangan, - o BUERE
1) Hasil konferensi kematlan, IR
2) Hasil konferensi klinis; . = i e
b. Dasar dugaan pelanggaran dlSlphn profesz menyangkut hal-hal antara
laln ) . . . : f:‘;-:! fiir‘ -
_‘:1‘ R R 7
1. Kompeten81k11nls, S A R
2. Penatalaksanaan kasus medls,_ o ]
3. Pelanggaran disiplin profesi; - : EREEE N
SR
: RN
: Py g
SR TSI B
i3t R
RN
i




4. Penggunaan obat dan alat keschatan yang tldak ses{:m dengan

i
1

Standar Pelayanan Kedokteran di rumah saklt

5. Ketidakmampuan bckcqa sama dengan staf rumah galut yang dapat

membahayakan pasien; . SRR L R

c. Pemeriksaan NN
1. Dilakukan oleh panel pendls1phnan profcsx, B SR

2. Melalui proses pembuktian ; - ¥ ‘

3. Dicatat oleh petugas Sekretariat Komite Medlk

T
HE

4. Terlapor dapat didampingi oleh personil dari rumah saklt tersebut

5. Panel dapat menggunakan keterangan ahli sesua1 kcbutuhan

6. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel dlslphn profes1
bersifat tertutup dan pengambllan keputusannya bcrsﬁ'at rahasxa,
H : : ? | ,

d. Keputusan: NN
Keputusan panel yang dibentuk. oleh Sub Kormte Etlka dan

DlSlplln

Profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk menetukan ada
atau tidak pelanggaran disiplin profesi kcdokteranl di aRumah Sakit.
Bilamana terlapor merasa keberatan dengan kcputusan panel Maka

yang bersangkutan dapat -mengajukan keberatannya

dengan

memberikan bukti baru kepada Sub Komite Etlka dan Dlsxphn Profesi

yang kemudian akan membentuk panel baru. Keputusan ini
final dan dilaporkan kepada Direktur Rurnah Saklti U;pum
Kabupaten Bombana melalui Komite Medik. e ! pi
e. Rekomendasi pemberian tindakan pendlsxphnan profes1i
1. Peringatan tertulis

2. Limitasi (reduksi) Kewenangan Klinis;

bersifat
Daerah

pada staf medis
oleh Sub Komite Etika dan disiplin profesi di Rumah Sla.lﬂt berupa

3. Bekerja dibawah supervisi dalam waktu tcrtentuloleh orang yang

mempunyai kewenangan untuk pelayanan medls tex;sgbut
4. Pencabutan kewenangan klinis sementara atau selamanya

f. Pelaksanaan keputusan o S =! A

Keputusan Sub Komite Etika dan Disiplin Profe& tt,ntang pemberian
tindakan disiplin profesi diserahkan kepada : Dlrektur Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Bombana oleh Ketua Komxte Medlk

sebagai

rekomendasi, selanjutnya Direktur Rumah Sakit melakukan ekseku51
(2) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi menyusun maten keglatan pembmaan
profesionalisme kedokteran. Pelaksanaan pcmblnaan profesxonahsme

kedokteran dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah

dlsku51,

simposium, lokakarya yang dilakukan oleh unit kexja Rumiah Sak:t seperti

unit pendidikan dan penelitian atau Komite Medik.: ol

(3) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi mengadakan pcrtemuan pembahasan

kasus dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang kompetc

membenkan pertimbangan pengambllan keputusan etls o
Rapat Komite Medik - , .

(1) Rapat Komite Medik terdiri dari: - 5 . J

nuntuk

a. Rapat rutin bulanan dilakukan bersama dengan sta.f irhcdis yangV.I

diselenggarakan setiap 1 (Satu) Bulan sekali; -0 . i
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b. ' Rapat koordmas: dengan pcnjabat pengelola Rumah Sakxt yang
diselenggarakan minimal dalam 3 (tiga) bulan sekah o

c. Rapat khusus, dilakukan sewaktu waktu guna memba}ias yang sifatnya

urgendan i e

d. Rapat tahunan dlselcnggarakan sekalx setiap tahun SN RN

(2) Rapat Rutin dipimpin oleh ketua kom1tc medik atau sekertejriS 'apabila ketua

tidak dapat hadir; 1N

(3) Rapat Rutin dinyatakan sah apablla dihadiri oIeh pa.hng gsedlkxt 2/3 (dua

pertiga) anggota Komite Medik atau dalam hal kuorum tersebut tidak

tercapai maka rapat dinyatakan sah setelah dxtunda dalam batas waktu 15

menit, selanjutnya rapat dianggap kuorum ‘

N . {4) Setiap Rapat khusus dan rapat tahunan wa_]lb dlhadln oleh pejabat

w pengelola Rumah Sakit dan plhak-plhak lain yang dltentukan oleh Ketua
|
|

Komite Medik; . 7

(5) Keputusan rapat Komite Medik dldasarkan atas suara terbanyak :

(6) Dalam hal jumlah suara dlperoleh adalah sama maka. Ketua berwenang

: . untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang 1 ) = |
. . (7} Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Kormte Medlk yang hadir;

- {8) Direktur Rumah Sakit dapat mengusulkan perubahan atau’ pembatalan
setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin, rapat 1{&11..153\13i sebelumnya
dengan syarat usul tersebut, dlcantumkan dalam pembentahuan atau
undangan rapat; . ' ; E P |

(9) Dalam hal usulan perubahan atau pcmbatalan keputusan sebagmmana
dimaksud pada ayat 1 tidak d1ter1ma dalam rapat ma.kaI }Jsulan tersebut .
tidak dapat diajukan lagl dalam kurun waktu 3 (tlga) bulan terhxtung sejak -
saat dxtolaknya usulan tersebut. o S e

ol o @i
Pasal47 | il
RapatKhusus_ EEEEE R N

(1) Rapat khusus diadakan adalah apablla ‘
a' Ada permintaan dan tanda tangan palmg sedlklt 3 (tzga) anggota staf

.‘ - medis; : :!ua;;

b. Ada keadaan atau situasi tertentu yang sﬂatnya mende:‘sak1 untuk segera
ditangani oleh komite medik dan, ul ; 1!

c. Rapat khusus dinyatakan sah apabila d1had1r1 pahngisedlklt 2 / 3 {dua
pertiga) anggota komite medik, atau dalam hal kuorum tldak tcrcapa.l
maka rapat Khusus dmyata.kan sah- setelah ' dllaksanakan pada hari
berikutnya. :‘ ‘ 3

(2) Undangan rapat khusus harus dlsampaukan olehi ketua komlte medik
kepada seluruh anggota paling lambat 24 Jam (dua puluh empat] jam

sebelum rapat dilaksanakan; - SN 9 0

(3) Undangan rapat khusus harus mcncantumkan tu_juan SpECS 1k dari rapat

tersebut; i IR
(4) Rapat khusus yang dlrmnta oleh anggota staf medls sebagauinaha dlmaksud /[_‘
'

ayat (2) huruf a harus dilakukan 7 ('I‘uJuh) han setelah mitenmanya surat

permmtaan rapat tersebut. : R

i
!

|
f
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(2)

(1

- @

(3)
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Pasal 48 SN
Rapat Tahunan . ° . ° i

Rapat tahunan Komite Medik dlselenggarakan sekali dala.mjsetahun

Rapat Komite Medik wajib menyampaikan undangan tertuhs kepada seluruh

anggota serta pihak —pihak lain yang perlu dmndang palmg Iambat 7 fTuJuh)
hari sebelum rapat dlsclcnggarakan L ‘F;? %;: |
. BagianKedua ' NHI

KOmite EtlkDanHukum RN E R HI

.Pasal49 S R

Komite Etik dan Hukum dlbcntuk guna . membantu D1rektur
menscsialisasikan kewajiban Rumah Sakit kepada scmuaiunsur yang ada

di Rumah Sakit meliputi Kewajiban Urnum Rumah Saklt Kewajlban Rumah

Sakit terhadap masyarakat, Kewajlban Rumah Saklt }terhadap staf,

menyelesaikan masalah Medikolegal Dan Et:ka Rumah Saklt serta -

melakukan koordinasi dengan Biro  Hukum dan HAM Sekertanat [Daerah
Kabupaten Bombana dan Tim Penasehat / Advokasx Hukum yang dltunjuk
Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana da.lam menyelesaﬂcan masalah
medikolegal; ' figi ‘
Komite Etik dan Hukum merupakan badan Non Struktural yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakxt Umum Daerah
Kabupaten Bombana iF H
Komite Etik dan Hukum dlbentuk dan dltetapkan dengan keputusan
Direktur setelah mempcrtlmbangkan masukan dan para Kepala Seksi.
Dalam melaksanakan tugas Komite Etik dan Hukum berfungsx
a. Menyelenggarakan dan memngkatkan komumkasz medlkolegal baik
internal maupun eksternal Rumah sakit, A0
b. Menyelenggarakan dan menmgkatkan pcngetahuan etll{at hukum
bagi petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana
c. Menyelenggarakan dan meningkatkan kcmampuan res1ko manajemcn
* terhadap masalah-masalah etlka dan hukum d1 Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bombana; - = - 1' ‘ai
Tugas dan Fungsi sebagaumana dimaksud - dalam ayatl |(1) dan (4)
disampaikan secara tertulis kepada Direktur dalam bentuk rekomcndam

‘Bahan pertimbangan berupa rekomendas1 sebagalmana dunaksud pada -

ayat (5), adalah berdasarkan penugasan dan D1rektur e i

?,},

: Bagian Ketiga .
Komite Keperawatan

Pasal 50 1N
Pengorgamsasian Komite Keperawatan i

il
Komite Keperawatan merupakan orgamsa31 Non St1uktural ‘yang berada diry
_ in

‘ZE!' g
\%

bawah serta bertanggun.awab kepada Dxrektur 1N
i

i
;

/




.iv{;.

merupakan wadah perwakilan dari staf kepcrawatan ik
_ : * ifif;.:.

Pasa151 ST ;I :

Organisasi dan Keanggotaan Komite Keperawata ‘

Ii:

(1) Komite Keperawatan dibentuk oleh Du'cktur Rumah SaquiUmum Daerah

Kabupaten Bombana ;o f
(2) Susunan Organisasi Kormite Keperawatan terdm dan . l ,
a. Ketua _ : R _ e
b, Sekretaris; dan L S

: i

c. Sub Komite ] L

(3) Keanggotaan Komite Keperawatan tcrbagx kedalam Sub KOInlt? b
Pasal52 o il

Pemilihan Pengurus Komite Keperawata?:l . | ;

(1) Ketua Komite Organisasi Komite Kepcrawatan dltetapkan olch D1rektur |
- Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dan tenaga chcrawatan

“ yang bekerja di rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana,

, (2] Sekertaris dan Sub Komite diusulkan oleh Ketua Konnte Keperawatan dan
ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dcngan mcmperhatxkan masukan
dari tenaga keperawatan yang bekerja di. Ruma.h S,a],‘“tl Umum Daerah

Kabupaten Bombana

Pasal 53 PR A

Tugas dan Fungsi Komite Keperawatan' T REEE

. ‘3 i f :

(1) Komite Keperawatan mempunyal tugas pokok membantu Dlrektur

Sakit dalam melakukan Kredensial,. Pembinaan DlSlplln Dan Etlka

Tenaga Keperawatan serta pengembangan profesi berkelan_]utan

(2} Dalam melaksanakan tugas pokok sebagu'nana dunaksudrayat (1),

- Keperawatan mempunyai fungsi: , : ; A
a. Penyelenggaraan konsultasi keperawatan SEEEIY f , ]

Rumah
Profesi

Komite

b. Penyelenggaraan tukar pendapat keb:_]akan, Jdan § ' pelaksanaan

1
; 1 =:.‘H
i‘

pelayanan;

c. Pemberian motivasi dalam. pemecahan masalah profns:mI keperawatan

melalui pembelajaran; . R % a;l .
i

d. Penggalian inovasi dan ide-ide yang mcmbangun dan |p!cmbaharuan

kearah perbaikan profesi keperawatan NI 2 3 f B

e. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran o 11

Pasal 54 RN
Wewenang Komite Keperawatan .

b
iy

'l ‘ «’

(1} Membuat dan membubarkan pamtla. kegiatan kcperawam (Paxutla Adhog

i
4

_ secara mandiri maupun bersama Bidang Keperawatan §~ j! .
(2} Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga keperawatan 'dan
penempatan tenaga keperawatan berdasarkan tmjauan profe51,

proses

|




(3) Mengusulkan pengadaan dan pemehharaan sarana

P

keperawatan;

(4} Membimbing perawat dalam kesuksesan kerja dan kanr

(5) Memberikan pertlmbangan tentang bunblngan dan kqnse

(1) Ketua Sub. Komlte ditetapkan oleh Dlrektur Rumah Saklt Umum
Kabupaten Bombana berdasarkan rckomcndasu dan Ketua
Keperawatan dengan memperhaukan masukan dan staf keperawatan yang

bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;

(2)

(3)

)

(1)

)

Pasa155 . S AN
Sub Komite ‘ ’ s

R

j= 5
8

{
i
i

pbo
;t;

i
!
i
i

b

e A

ling j %{pperawawn.

L prasarana

Daerah
Komite

Sub Komite yang ada di Rumah Saklt Umum Daerah Kabupaten Bombana

terdiri atas: - Lo SRR I

R Z

a. SubKorruteKreden31al _ ) v

b. Sub Komite Mutu Profesi; :

c. Sub Komite Etik dan Disiplin Profe31

Sub Komite sebagalmana dlma_ksud pada ayat ( 2 ) h
tugas: ; _

.4_
ce il

i

BN
e

H
|
i

S e

'
\

a. Menyusun daftar rincian kewenangan khms, ; L

b. Menyusun buku put.\h - SR B

c. Menerima verifikasi persyaratan kredcnsml o s ; ¥

d. Merekomendasikan tahapan proses la'edenmal HENE

e. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klmls bagl ‘setlap tenaga

.. keperawatan; . . | i .

f. Melakukan kredensxal ulang secara berkala setlap 5 (hma} Tahun;

g Membuat laporan seluruh proses kredensial | kepada antua Komite
Keperawatan untuk diteruskan kepada Dlrcktur Rumah Saklt

Dalam menjalankan tugasnya sebagaunana tersebut dalam pasal Iayat (1),

Sub Komite Mutu Profesi dapat mcngusulka.n dlbcnmlmya Team adhoc

kepada Ketua Komite Keperawatan ba1k msxdental ?.t:au' pem

BN Pasal 56 S
Sub Komite Etik dan Dlsiplin Profesi

Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi rnempunyal tugas

Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan

oo

keperawatan ;

e. Merekomendasikan pencabutan kewenangan khmsl

penugasan klinis;

Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga: keperawatan
Melakukan pembinaan etik dan disiplin profe81 tenaga keperawatan;

¢§,

188

anen.
ol

dan

Merekomendasikan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran disiplin
dan masalah-masalah etik dalam kehxdupan profesx;

asuhan

dan / atau surat

f. Memberikan pertlmbangan dalam mcngambﬂ keputusan ctis dalam

asuhan keperawatan. S = ‘ ‘

Guna menindaklanjuti rekomendasu dan Sub Konute

Profesi Keperawatan sebagaimana tersebut dalam pasal

Keperwatan membentuk Team Ad Hoc ba1k Insxdental ataupun pcrmanen

71

’!l‘n

Euk dan
ayat (1), Komite

;/g

disiplin




|

\

|
pera
—
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L

, (3) Hasil kerja Team Adhoc sebagmmana dalam pasal 71 ayat ( 2) d1bawa dalam
| rapat pleno. | _ | -

i H
i

i
1

Pasal 457 _

[
i .
4 i

; i
' (1) Komite Keperawatan dan Bldang Kepcrawatan melaksanékéiﬁ kerja dan

B

koordinasi secara berkala dan bcrkesmambungan mclalul rapat koordinasi

keperawatan. ' jfu:. SR
" {(2) Rapat Koordinasi keperawatan terdrl dan Rapat ker]a. Rapatg Rutin; Rapat

Pleno, danSxdangtahunan - SHERNLIEN
(3) Rapat Kerja : _ ' " SRR -gsz; :

a.

b.

d.
(4) Rapat Rutin
a.

b.

c.
~(5) Rapat Pleno o i

a.
b.

C.

I’ ,;l

Rapat Kerja Keperawatan dllaksanakan dalam setahunl sekali dan

IEJ‘<

- bersifat terbuka;.
Rapat kerja keperawatan dapmpm oleh Kema Kormte Keperawatan atau

Kepala Bidang Keperawatan dan- dxhadm oleh Seker}ms Kormte .

l‘

Keperawatan; ',’3,-' 'E"

Sub Komite, Kasi Keperawatan, pamtla-pamtla keperawatan dan kcpala |

. [rii
ruang keperawatan; : ;f; '

Agenda rapat kerja adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam

5 (Lima )tahun. S -f‘fi Ii ‘

Rapat rutin keperawatan dxlaksanakan 3 (Txga) bulan sekah dukutl oleh

Bidang Keperawatan, Komite Keperawatan, chala ru g Keperawatan .

dan seluruh anggota Komite Keperawatan ;
Agenda rapat rutin adalah membahas masalah—masalah! keperawatan

Rapat rutin keperawatan d1p1mp1n oleh Kepala Bldang Keperawatan atau

Ketua Komite Keperawatan. - o e

Rapat Pleno Keperawatan dladakan sewaktu-wakm b11a d1butuhkan
Rapat Pleno dipimpin oleh ketua Komite Keperawatan atauE Kepala
Bidang Keperawatan dan dihadiri olch Sekertans Komlte Keperawatan
Sub Komite dan Kasi Keperwatan; ~ % l | a

Agenda rapat pleno adalah membahas pcrsoalan euk dan disiplin staf

keperawatan. . el ’; :

(6) Sidang Tahunan : - o E,EQI'

a.
b.

Sidang tahunan Keperawatan dxada.kan satu kah dalam setahun,

IR B I

Sidang tahunan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan é.tau Kepala
Bidang Keperawatan dan Dihadiri oleh Sekertans KonutezKeperawatan

Sub Komite, Kasi cherawatan Pamtla-Pamtla Keperé“;atan dan Kepala

Ruang Keperawatan; : . , l' j%

Agenda sidang tahunan adalah membuat rencana. ker]a Ikeperawatan

‘‘‘‘‘‘

dalam 1 {satu) tahun dan mengevaluam pelaksanaan keglatan pada
tahun yang telah lalu; !fi |

Keputusan yang diambil harus dlSCtUJUl sckurang-kurangnya oleh 2/3
peserta yang hadlr 3 | '

e

i
P

b
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BagianKeempat AL
KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI ( PPl )

Pasass 5

é

(1) Komite Pencegahan dan pengendalian - Infek51 ( PPI ]} dlbentuk guna

membantu Dikertur dalam Pencegahan dan Pengendahan Infek51
(2) Komite pencegahan dan Pengendahan Infeksi ( PPL ) mempunyeu tug as:
- a.

b.

o

h.

Memberikan pertimbangan kepada Dxrektur dalam Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi SR |ffE o
Menyusun serta menetapkan, . mensomahsasxkan dan mengevaluasx
kebijakan Pencegahan dan. Pengendahan Infekm (PPI ) Rumah Saklt.

Melaksanakan investigasi dan penanggulangan masalah Kejadlan Luar
Biasa (KLB) bersama tim Pcnccgahan dan Pengendallan Infeksﬁ Rumah

Sak.lt . ‘._“[IIZ

Merencanakan mcngusulkan pengadaan alat: dan b'xhan yang sesuai

dengan perinsip-perinsip Pencegahan dan Pengendahan Infeksi dan
aman bagi yang menggunakan. I j|i=

Membuat pedoman tata laksana Pencegahan d_al}_Peng,endahan ¥nfek81
Melaksanakan pemantauan terhadap upaya % Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi. ' E :

Memberikan penyuluhan masalah infeksi kepada Tenagah Medis, Non
Medik dan tenaga lainnya serta penggunaan jasa Rumah Saklt o
Menerima laporan atas keglatan Tim PPI dan mcmbuati lapora.n berkala
kepada Direktur. SR !' 9*'-

(3)- Kormte PPl merupakan badan Non Struktural yang berada dxbawah serta

bertanggung Jawab kepada Du-cktur ' SN §

‘‘‘‘‘‘

-{4) Komite PPI dibentuk dan ditetapkan dengan keputus iD?FFktUI' setelah

mempemmbangkan masukan Wakil D1rektur : * g

E
yoi!

P
Loy
§d
;

o Bagian kelima RIS
KOMITE FARMASI DAN 'I‘ERAPI

Pasal 59

3 !
L
e

¥
g![
!

(1) Kormte farmam dan terapi dibentuk guna membantu Dlrektu dalam rangka

mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasmnal.
(2) Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas; ‘
a.

b.
. obat terhadap pihak-pihak terkait;

Membuat pedoman diagnosis dan terapi, formulanulm Rumah Sakit,
pedoman penggunaan Antibiotik; BEHAN ! m
Mclaksanakan pendidikan dalam bldang pengelolaanida}# penggunaan

:
[

Melaksanakan pengkajian pengclolaan dan- penggtmaan ‘obat serta
memberikan umpan balik;

Membina hubungan kerja dengan unit terkait d1dalarn Rumah Sakityang

sasarannya berhubungan dengan obat; ‘-:’

Mengkaji penggunaan produk obat baru atau d031s obat yang diusulkan
oleh anggota staf medis; : s '
Mengelola obat yang dzgunakan dalam kategor: khusu

[

e e e

. A A - v e e
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g. Membantu mstalas1 farmasi dalam mengembangakan tmjauan tex;hadap
kebijakan -kebijakan dan peraturan —peraturan yang*ber]aku secara
lokasi maupuan nasional. !

(3) Komite farmasi dan terapi merupakan Badan Non Struktural yang berada

dibawah serta bertanggung jawab kepada Dlrektur s F

(4) Komite farmasi dan terapi dibentuk dan dltetapkan dengan keputusan-

Direktur segera memperumbangkan masukan dari - para we!dql D1rek
BABXI

STAF MEDIS FUNGSIONAL (SMF)
Pasal 60 ¥ ¥

(1) Staf Medis Fungsional adalah kelornpok Dokter yano bekezjé dibidang medis
dalam Jabatan Fungsional. : 5

(2) Staf Medis Fungsional mempunyax. tugas melaksanakan dlag11031s,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, pemngkata.n zdan pernuhhan
kesehatan, - penyuluhan, pendidikan, pelatlhan, pcnehtlan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologl kedoktcfrgn;.; ' |

(3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungswna; m

pendekatan tim dengan tenaga profe51 terkalt

BAE XII

INSTALASI

Pasa161 AT
(1) Instalasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Saklt
' menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan keg1atan pelayanan

(2} Rumah Sakit Mata Bali Bandara membentuk Instalas: yang terdm dari :

a. Instalasi Rawat Jalan; - : N 3 l iR
b. Instalasi Rawat Inap dan Bedah i f‘ 5 -
c. Instalasi Gawat darurat; 3 : o S é=1
d. Instalasi farmasi. I ‘ RN
(3) Setiap penyusunan dan tata kerja Instala31 Rurnah sakit harus dldasarkan

pada penerapan prinsip koordmam, integrasi, smkroﬂfsam dan Cross
Functaonal Apporoach secara verukal dan honzontal balh dllmgkungarmya
(4): Pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusailr Ijirekmr :
(5) Instalasi dlpunpln oleh Kepala Instalasi f . ' | ! s
(6). Kepala Instalasi dalam tugasnya dxbantu oleh Tenaga Fungsmnal
'~ Tenaga Non Fungsional i ) 5 | .
(7) Kepala Instalasi  mempunyai tugas dan kcwa_]lban merencanakan
melaksanakan memonitoring, dan . mengeva1u331, , sertai melaporkan
* kegiatan pelayanan pada mstalasmya masmg~masmg kepada Duektur
(8) Membentuk dan perubahan Instala31 dldasarkan atas anah51s orgamsa81
dankebutuhan . Rl

dan atau

untuk

|




| 'BAB XIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |
Pasal 62 .

i
i

!

(1) Kelompok Jabatan Fungsmna.l terdu'l dari sejumlah tenaga fungsmnal yang
terbagi atas . berbagal kelompok Jabatan fungsmnali sesua1 bidang
keahliannya. i %i

(2) Jumlah Tenaga Fungswnal scbagaunana dlmaksud pada aﬁat(l) dltentukan |
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.;: " 3. P .

(3) Kelompok jabatan fungsmnal bertugas melakukan keglatan berdasarkan

berdasarkan peraturan Perundang—undangan yang berlgku L
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsmnal diatur sesua1 PemH¢éng~undangan
yang berlaku. S
(5) Masmn-masmg tenaga fungsional dnnaksud berada d1hnakungan unit kerja

Rumah Saklt sesuaJ kompetensn : _ _ ﬁ SN 4 ; :

BABXIV - %‘ 1
UNIT PENJAMIN MUTU DAN KESEIMATAN PASIEH fUPMKP]

Pasa163 ‘
f'if \

Organisasi dan Keanggotaan

(1) Unit Penjamin Mutu dan Keselamatan Pasien yang sclanjutnya disingkat
~dengan UPMKP dibentuk oleh Dlrektur Rumah Sakxt' o
(2) Susunan Unit Penjamin Mutu dan’ Keselamatan Paswn jrang selanjutnya
disingkat dengan UPMKP terdiri dan RS e i ! :
a. Ketua UPMKP = , DI R
b. Koordinator: ' EESUSEES |
1. Koordinator Mutu Klinik; BERRRTER DI 1 I
2. Koordinator Mutu Manajemeh, S
3. Koordinator Keselamatan Pasien. SRR H NI
(3) Masa Tugas Unit Penjamin Mutu dan Keselamatan Pasu:n yang selain_]utnya

dlsmgkat dengan UPMKP pada Rumah Saklt Umum Daéfah Bombana
selama 3 (tiga) tahun. b ‘! '
(4) Dalam pelaksanaan tugas Unit Penjarmn Mutu dan Keselamatan Pasien

yang selanjutnya disingkat dengan’ UPMKP, pada; Rumah ! f.:‘»akxt Umum

Daerah Bombana bertanggun.awab kepada Dlrektur ; :;I )

C oo
‘.‘“ ' !

i
: A
Pasal64 | .‘_;?‘_}., b

" Tugas Unit Penjamin Mutu dan Keselamatan Pas:en !U?MKP]
(1) Ketua Umt Penjamm Mutu dan Keselamatan Pa51en !ang selanjutnya
disingkat dengan UPMKP mcmpunyzu Tugas: -~ -0 Gt
a. Menyusun kebijakan dan strategi dan membuat prograrn Manajemen
Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 1 ;
b. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan program V1

penjamin mutu dan kesclamatan paswn




{1t PLia brphy b

-51:51! L
! '

c. Mengevaluasi terhadap implementasi SOP pelé)’réﬂan Idan admmstra31,
program penjamin mutu serta menjalankan. peran dan melakukan
motivator, edukator, konsultasi, monitoring, evaluas: umplementasx

program keselamatan pasien rumah sakit; .~ ... [l f
d. Menyusun dan mensosialisasikan laporan- hasﬂ pencapalan program
penjamin mutu dan keselamatan pasien; SRR
e. Menyusun jadwal besar kegiatan akreditasi naswnal dah mtemasmnal
f. Menfasilitasi kegiatan terkait penyclengga.raan pengembangan, inovasi
dan gugus kendali mutu; e
g. Melakukan koordinasi kepada bagian/ bxdang/ kormte/ umt terkait

terhadap implementasi standar pelayanan yang berfokus pada pasien
dan manajemen; I h’
h. Bersama-sama dengan bagian Diklat Rumah Saklt melalmkan Pelatihan
Internal Mutu Dan Keselamatan Pasien Rumah Saklt : o
i. Menghadiri rapat, pertemuan, Workshop, dan | atau Semmar terkait
Pengembangan Mutu Klinik Dan Mana;emen Balk lntemal Atau
Eksternal Rumah Sakit; = il ! '
j.  Melakukan koordinasi dengan umt terkait dalarn RCA‘ 9 [Root Cause
Analysis) dan FMEA (Failure Mode Effect Analys1s), b : : ; ;
k. Memproses laporan ms1den keselamatan pasxen (Ekstemal) ke KKPRS
" PERSL, TN
l. Mengkoordinir investigasi dan masalah tcrkmt 1) Kondlsl Poten31a1
Cedera (KPC), 2) Kejadian Nyaris Cedera (KNC]), 3) Kejadlan Txdak Cedera
(KTC), 4) Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), dan 5) Ke_]eltdlan Sentinel.

(2) Koordinator Mutu Klinik Mempunyai tugas : U : ' ol

a. Membuat rencana strategis dan menyusun panduan mana_l]ernen mutu
klinik; o RaE ‘Il'n

b. Mengevaluasi implementasi SOP pelayanan; ., | f ' '

¢. Berkoordinasi dengan unit terkalt dalam pcnyelenggaraan pemantauan
indikator mutu klinik; , : ST

d. Menganalisa hasil pencapaian md1kator dan membuat laporan hasil
pemantauan mutu klinik; S E

e. Penyelenggaraan kegiatan Sosml Internal Rurnah | |Sak1t tentang
pencapaian indikator mutu klinik; p [ NN

f. Menyusun dan mendistribusikan bahan rekomendas1 terhadap
pencapaian indikator mutu klinik; _ L : | 5;!

g. Menghadiri rapat, pertemuan, workshop, dan atau sem'mar terkait
pengembangan mutu klinik dan Manajemen Beuk Internal atau
Eksternal Rumah Sakit; : | o

h. Menyusun dan melaksanakan .panduan pelaksanaan Vahdam data
internal khusus indikator mutu klinik; o |f E | '

i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pcngembangan, mova81 dan gugus

Cri i

kendali mutu; % ! t
j. Membuat laporan kegiatan pcngembangan, movam dan gL:Jgus kendali
mutu. ‘ : . )_’;i.;-g '
(3) Koordinator mutu manajemen mempunyau tugas ;’ . ) E : ' k?
a. Membuat rencana strategis dan menyusun panduan manajcmen mutu

3
manajemen; :

|
:H

i
.El
,_|
it :
!




(1)

(2)

Je

Koordinator keselamatan pasien mempunyai tugas :.

a. Membuat rencana strategis dan menyusun panduan keselamatan

b.

A h

N ' S
i
|
i
i
1

Mengevaluasi implementasi SOP admunstra31 dan sumbcrdaya,

§

‘f
i
H

i
i

Berkoordinasi dengan unit tcrka.lt dalam penyelenggaraan pemantauan

indicator mutu manajemen;

e

Menganalisa hasil pencapaian indicator dan membuat laporan hasil

pemantauan mutu manajemen;

Pencapaian Indicator Manajemen; -

Menyusun dan mendistribusikan = bahan rekomenda31

pencapaian hasil pemantau mutu manajemen; | ; % ! :
Mengahadiri rapat, pertemuan, workshop dan: atau

,'

Menyelenggarakan kegiatan Sosiahsm Intcrnal Rurnah Saklt 1

flizif

scmmar

tentang

terhadap

terkait

pengembangan mutu manajemen baik Internal: atau Ekstcrnal Rumah

Sakit;

i
\-:

Menyusun dan melaksanakan panduan pelaksanaan Val1da31 Data dan

Internal khusus Indicator Mutu Manajemen; = i’

AR

kendali;

;_l_

SR
Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan, movasx dan

i
;.>|

gugus

Membuat laporan kegiatan pengembangan, 1nov9.s1 dan gugus kendali

mutu. '

;'E -

Rumah Sakit;

Melakukan pencatatan, laporan, dan analisa masalah

] .
P

| 4|3;‘
L

i'l
rod

1

pasien

{terka.lt dengan

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyans Cedera (KNC), dan

Kejadian Sentinel;

.:1

Memproses laporan insiden keselamatan pas1en {El&temal) KKKRS

PERSI;

[

BAB XV

TATA KERJA i

p'am 65

S

I

. Mengkoordir investigasi dan masalah terkait chadlan Tldak Dlharapkan
(KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), dan Kejadlan Sentmel

Rumah Sakit.

Dalam rangka melaksanakan tugas setiap plmpman satuan organisasi

dilingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

wajib

i
menerapkan prinsip koodinasi, integrasi, smkronlsam dan pendekatan lintas
fungsi (Cross function approach) secara vertlcal dan ’honzontal baik
dllmgkungannya serta dengan msta1a31 lain sesuai tugas masmg-masmg,

......

masing apabila terjadi penyimpangan wajib mengambll langkah—langkah
. yang di perlukan sesuai ketentuan peraturan perundang—u'ndangan, !

(3) Setiap pimpinan suatu organisasi bertanggun'awab
mengkoordinasikan bawahan dan menberikan bunbmgan.ser’ga petun_]uk
bagi pelaksanaan tugas bawahan; o
(4) Setiap pemimpin suatu organisasi wajib menglkuu dan mema;uhl pctunjuk
la lporan berkala;

dan bertanggung;awab kepada atasan serta 1'nenyampa1]s:ant

memxmpln dan

1
S

i
'
i
i
1
i
i
[
| |

I
E
;
i
i
1
ii
i
]

b



{5) Setiap laporan yang di terima olehn plmpman satuan orgamsas

1 dari

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan |plerubaham untuk
menyusun laporan lebih lanjut da.n untuk membenkan petun_]uk kepada

bawahan; i

(6) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagl_an dan Kepala
Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasénnya masing-

masing.
BAB XVI i

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANU]SLA

Pasal 66 NS

| iﬁf b

I
IR

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kewajlban

-----

Tujuan Pexigelolaan

yang

jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang be'roncntam pada pcmenuhan
secara kuantitatif ‘'dan kualitatif untuk mendukung pencapzuan tu_;uan

organisasi secara efektif dan efisien. SRR R R

Pasal 67

Pengangkatan Pegawai ‘

(1) Pegawai Rumah Sakit Umurn Dacrah Kabupaten: Bombana dapat berasal

dari Pcgawai Negeri Sipil atau Non Pegawa1 Negen Slpﬂ sesum de
kebutuhan. ! i P

(2) Pengangkatan Pegawai Rumah Sakit Umurn Daerah KabUpatpn Born

- yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dllakukan bcrda§arkan

ngan

bana
pada

prinsip cfisiensi, ekonomis dan produktlf dalam | rangka pfl:nmgkatan

pelayanan. -

I
(3) Mekanisme pengangkatan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bombana yang berasal dari Non Pegawai N egeri Sipil scbagaxmana dlmaksud

pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

l‘=
i
P

Pasal 68

)
oy

b
i

'!ff

Perpindahan Pegawai E

(1) Perpindahan Pegawai Negeri Slpll atau Non PegawaJ Negen

Sipil

dilingkungan Rumah Sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk pcmngkatan

kinerja dan pengembangan karir. ;’;: j K ; !55 -
(2) Perpindahan dilaksanakan dengan pertlmbangan ‘)

a. Penempatan seseorang pada pekerjaan yang scsuax dengan plendldxkan.{ﬁ

dan keterampilannya; 1 K ]!
Masa kerja diunit tertentu : , | j ;
Pengalaman pada bidang tugas tertentu '
Kegunaannya dalam menunjang karir

[

|

; i
Kondisi fisik dan psikis pegawai !

oo o

1




Pasal 69 P :-*

- Pemberhentian Pegawai | i | ||

(1) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai Negerl Sipil dllakukan sesuai
dengan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negen Slpﬂ -

(2) Pemberhentian Pegawai berstatus ‘Non Pegawai: Negen Slpll dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut : P
Meninggal dunia; ;
Atas permintaan sendiri; | C SRR E -
Mencapai batas usia 58 tahun; , S SRS
Perampingan organisasi Rumah Sakit; : | i o
Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga ndak dapat men_]alankan
kewajiban pegawai Non PNS; | | o

Tidak tersedia anggaran untuk rnemben nafkah kepadla pegawm Non
PNS.

. ‘ '.:i
P L
]
S .
i
| :

S a0 op

o™

i ‘! :
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIK i
(MEDICAL STAFF BYLAWS) L .

HEE
L

BAB XVII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 70 =

(1) Maksud disusunnya peraturan internal Staf Medls adalah agar Komite
Medik dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik ( Good Clzmcal
Governance } melalui mekanisme kreden31al pcnmgkatan n{utu profeSI, dan
- penegakan disiplin profest. N % L

(2) Tujuan dari peraturan internal Staf Medlk meliputi : i N
a. Tercapainya kerjasama yang baik antara Staf Med:k ldengan pemlhk

Rumah Sakit atau yang mewakili dlantara Staf Medls dengan Direktur
Rumah Sakit; " E o

b. Tercapai sinergisme antara mana_]emen dan profesx, ;mcdls untuk
kepentingan pasien; E ! ' ! o

~¢. Terciptanya tanggung jawab staf mcdlk terhadap Mutu Pelayanan Medis
- di Rumah Sakit; I

d. Untuk memberikan dasar hukum bag1 mitra bestan (peer group) dalam
pengambilan keputusan profesi melalui komite medlk yang dllandam

- semangat bahwa hanya staf medik- yang kompeten dan berpnlaku
professional saja yang boleh melakukan pelayanan medls d1 Rumah

Sakit. ‘ o L E

|
i
[

BAB XVIII IS

KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRII?:EEGE]!
i
i
2l

i
vl
!r
i
I

]
i
1

Pasal 71 iﬂi f |
Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)

|
(1) Semua pelayanan medis hanya boleh dilakukan staf medxs yang telah dlbcn l/t,
v

kewenangan klinis oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bombana.

i i

!
i




(2] Kewcnangan klinis sepem dJmaksud pada ayat (1) adalah berupa surat

(3} Kewenangan klinis diberikan oleh Dzrektur Ruma.h Saklt

penugasan klinis (SPK). =~ Tk

Kabupaten Bombana atas rekomendaSI komite medlk melqll]ll subkomite

kredensial sesuai dengan prosedur penerimaan anggota SM

! 1}

waktu paling lama 3 (tiga) Tahun. | o ; |

F.:

(4) Kewcnangan klinis diberikan kepada seorang anggota SMF untuk jangka

Umum Daerah

(5) Kewenangan Klinis Sementara (KKS) adalah kewenangan Ikhms yang -
diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombanai berdasarkan'
kewenangan klinis yang dimiliki di Rumah Sakit Umum Dacrah Kabupaten
Bombana. Asal dengan menyesuaikan kondisi pelayanan yang ada di Rumah .
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana kepada Doktcr t?mu yang bersifat

- ©

a.

2. Berpartisipasi aktif dalam proses evaluam mutu‘khiixs
.- Kualifikasi personal :

. Kegiatan penjagaan mutu profe81

- 4. Riwayat keterlibatan dalam ttndakan kekerasan - :
- 5. Memiliki asuransi proteksi profesi o
. - Pengalaman dibidang keprofesian :

sementara. . : 1
Pemberian kewenangan khms ulang  dapat: dlbenkan

dari subkormte kredensial komite medik. . R &
Pasal 72

Proses Penilaian Kewenangan Klinis

g

Pendldlkan N
1. Lulus dari sekolah kedokteran yang terahedltam, _!

2. Menyelesaikan program pendxdlkan Kedokteran, 1 ; ;
Perizinan (Lisensi) :

1. Memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan b1dang profem

I _‘i.:
::; .

setclah yang -
bersangkutan memenuhi syarat dengan menglkutl prosedurr rekredensml

| Kntena yang harus dlpemmbangkan dalam memberlkan :rekomendas;
kewenangan khms :

2. Memiliki izin praktek dari dinas kesehatan sctempat yang masm berlaku.

1. Menjadi anggota organisasi yang melakukan pemlman kompetenm bagi

anggotanya S

1. Riwayat disiplin dan etik proch1 ;- - : ., § o
2. Keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang d1aku1

----

i]i

3. Keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk udak terhbat penggunaan
obat terlarang dan alkohol yang dapat mempengaruhl kuahtas pelayanan o

.l‘i1

‘terhadap pasien

1. Riwayat tempat pelaksanaan praktek profes:

‘:s"

profesi -

TR
:

e e e .

et e il o o et o, et % 0t wird

'~ 2. Riwayat tuntunan medis atau klaim oleh paswn selama menjalankan
: . : : : : ! l o : .

itk 0 - mar 80 i s+ b el i s e B
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Pa.sal 73 5
Pembatasan Kewenangan Klinis o

| 1
- i
I.

PR
:.;

(1) Komite Medik bila memandang perlu dapat memberl rekomenda51 kepada

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ’ Bombana agar
kewenangan klinis anggota SMF dibatasi berdasarkan atas kepumsan dari

Subkomite Kredensial : L !,, I

(2) Pembatasan kewenangan klinis ini dapat dlpertunbangkan‘ b11a anggota SMF

tersebut dalam pelaksanaan tugasnya di Rumah | Sakltl Pmum Daerah
Kabupaten Bombana dianggap tidak sesuai dcngan Standar Pelayanan
Medis dan Standar Prosedur Operasmnal Yang Berlaku Idapat dlpandang
dari sudut kinerja klinik, sudut et:k dan dlSlplln profesvmcdls dan dari
sudut hukum !
Subkomite Kredensial membuat rekomendas1 pcmbatasan kewenangan
Klinis SMF setelah terlebih dahulu:. i i ’.' |
a. Ketua SMF mengajukan ‘surat untuk menpertunbangkan pencabutan
kewenagan Klinis dari anggotanya kepada Ketua’ Kormte Medlk

b. Komite Medik meneruskan permohonan tersebut kepada Subkomite

Kredensial untuk meneliti kinerja klinis, etika dan dlslphn profe31 medis
anggota SMF yang bersangkutan; SLEEIN .! ny

c. Subkomite Kredensial berhak mernanggll ganggota SMF yang
bersangkutan untuk menberikan “penjelasan dan membela dln setelah
sebelum diberi kesempatan untuk membaca dan mempclajan bukti —
bukti tertulis tentang pelanggaran / penylmpangan! ,yang telah
dilakukan; i P

d. Subkomite Kredensial dapat memmta pendapat dan _pxhak lain yang

(1)

(2)

a1y

2

- dari subkomite etika dan disiplin Profesi dan Subkormte Kredensusd

‘€. Mendapat tindakan disiplin dari komite Medik. ! 5 D

terkait. . | o

SRR
1 !

Pencabutan Kewenangan Klinis i :

|
A
L

Pencabutan kewenangan Klinis dﬂaksanakan oleh d1rektur Rumah sakit
Umum daerah atas Rekomendasi Komite medik yang berdasarkan usulan

Pencabutan kewenangan Klinis dilaksanakan apablla o 1 ’ |
a. Adanya gangguan kesehatan ( Fisik dan Mental): ' i L
b. Adanya kecelakaan medis yang dlduga karena Inkompete

I

113

Pasal 75
Pengakhiran Kewenangan Klinis

'
5

nsi:
n-~‘
I

!

E

1

i

Pengakhiran Kewenangan Klinis dilaksanakan oleh Dlrektur R ah’ Sakit
Umum Daerah Kabupaten Bombana atas Rekomendam Konute Medlk yang

berdasarkan usulan dari Subkormte Etika dan limplm Profes: dan

Subkomite Kredensial. i | ! !
Pengakhiran Kewenangan Klinis dﬂaksanakan apab1la Surat Penugasan
Klinis (SPK): ; =|;';
a. Habis masah berlakunya - i f - L
b. Dicabut sesuai pasal 89 ayat (2). B

i
i

!
it
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BAB XIX

PENUGASAN KLINIS ( CLIMCAL APPOINTME.N'I) I

Pasa176 H

Sy
-ési.

(1) Setiap Staf medis yang melakukan asuhan medis harus mermhkl Surat
Penugasan Klinis (SPK) dari Direktur Direktur Rumah Sakxt Urnum Daerah

.Ji'

Kabupaten Bombana berdasarkan rincian Kewenangan Kh
medis yang direkomendasikan Komite Medik.

:'u
!

(2) Tampa Surat Penugasan Klinis (SPK) maka scorang staf medls sehmgga
pelayanan Ilned1§ di Rumah

tidak menjadi anggota tidak boleh melakukan

Sakit Umun Daerah Kabupaten Bombana dii
|

BAB XX

i_e?‘

. . - . ; P
PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOI}.A KLI;NIS|

|
Pasal77 I g

Untuk melaksanakan tata kelola kluns diperlukan aturan —a
staf medis secara tersendiri diluar

By laws ). Aturan profesi tersebut antara lain:
(1) Perubahan terhadap peraturan Internal Staf Medis ( Medtc!al Sta_ﬁ' By
dapat dilakukan berdasarkan adanya perubahan pcraturgn

. undangan yang mendasarinya; s !

tﬁxﬁhbrofem bagi
peraturan Internal Staf Medls ( Medlcal Staff

laws )

, perundang -

(2) Waktu Perubahan peraturan Internal Staf Medis ini' dxlakukan pahng lama

setiap 3 (tiga) tahun; |
(3} Perubahan yang di maksud pada ayat (1) dxlakukan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana; Z ool
{(4) Mekanisme perubahan peraturan Internal Staf Mcdls d11

Kormte
i

akukand

Medik

lengan

melibatkan seluruh staf medis dan staf manajemen tcrkalt melalul lokalnya

dan terakhir disahkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Dae
Bombana.

!

‘!

vy 0
S B
i

BAB XX1 S
KERAHASIAN INFORMASI MEDIS oo
Pasai 78

Kerahasian Pasien

i
P
i
L

rah Kabupaten

(1) Set1ap pegawai Rumah Sakit wajib menJaga kerahasxaan mformasx tentang

i
!
i

- pasien;

|

(2} Pemberian informasi medis yang menyanglcut kerahasxaan [paswn hanya
dapat diberikan atas persetujuan Ditektur / Kepala BldangiPclayanan

Medis.

(o

""""

b
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Pasal7o L il

Informasi Medis ;_l b

(1) Hak-hak pasxen yang dimaksud adalah hak-hak pasu:n sebagalmana yang

terdapat didalam Peraturan Menteri. Kesehatan Repubhk Indones1a,

 {2) Informasi medis yang harus dmngkapkan dengan _)u_1ur dan ‘benar adalah

- (1)

mengenai: EHNHNE
a. Keadaan kesehatan pasien; o o
b. Rencana terapi dan alternatlfnya, o EEEEE IR A
¢. Manfaat dan resiko masmg—masmg altcrnatlf tlndakan, | '
d. Prognosis; dan i
e. Kemungkinan Komplikasi.

Hak Pasien Meliputi :
a.

b.
c.

o
»

. diskriminasi; ' a,: .

. Profesi dan Standar Oparasional;.
. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehmgga piamen terhindar

- peraturan yang berlaku di Rumah Sakit ;

- Mengajukan usul,
~terhadap dirinya; -

 Pasal 80

Hak dan Keivéjiba:i Pasien :: :

Memperoleh mformasx mengenai_ tata tertlb dan peraturan yang berlaku

di Rumah Saklt Umum Daerah Kabupaten Bombana ; E ; ‘ ' :
Memperoleh informasi tentang hak dan kcwajlban paSIc?
Memperoleh layanan kesehatan yang manusxam, ac:hl| Jujur dan tanpa

‘ln
T :

,!l|:

Memperoleh Lananan Kesehatan yang bermutu scsuau dengan Standar
o ' ! ol E *; i

.-;-

dari kerugian fisik dan materi; -
Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang dldapa.t
Memilih Dokter kelas perawatan sesuai dengan kelngmannya dan
: i ; . | :
Meminta konsultasi tentang penyakit yang di dentanyaikepada \Dokter
lain yang menpunyai Surat I_]ln Praktck ( SIP ) balk dalam maupun di
luar Rumah Sakit; - : ‘.M‘-* :
Mcndapatkan privasi dan keraha51aan pcnyakxt yang dldcnta termasuk
data — data medisnya; ' ! o
Mendapatkan informasi yang mehputx dxagnosa dan tata cara t.mdakan
medis, tujuan tindakan medis, alternatif tmdakan resiko dan komphka31

- yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tmdakaxtl yang dilakukan
- serta perkiraan biaya pengobatan; - EEEE RS

Memberikan persetujuan atau menolak atas tmdaka&m yang akan

~ dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyaklt yang d1der1tanya;

RN

Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;* : (| | g

- Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan Yaqg; di anutnya

selama hal itu tidak mengganggu pasein lamnya, 3 ¥ | :
Memperoleh keamanan dan keselamatan derya Esql;ima dalam
perawatan di Rumah Sakit; S - iﬁ“ ,E :

saran, perbalkan atas perlakuan

'?.'E:%

SN
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p Menolak pelayanan bimbingan roham yang. udak sesuah dcngan agama
dan kepercayaan yang di anutnya SELENE l 1 o
q. Menggugat dan /atau menuntut Rumah Sak:t apablla_ Rumah Sakxt
‘diduga memberikan palayanan yang tldak sesua1 den'gfaﬁ ‘sfandar baik
secara perdata ataupun pidana, dan ' P
r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang t1dak sesual denoan 'standar
pelayanan melalui media cetak dan elektronik’ sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ' S i ; Vo } ! IS
(2) Kewajiban Pasien meliputi : S RSO R
a. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku d1 Rumah Sak1
b. Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tcntang kciuhan Triwayat
medis yang lalu, hospitalisme medikasif pengobatan dan hal hal lain
~ yang berkaitan dengan kesehatan pasien; ot ; .
¢. Mengikuti rencana pengobatan yang dladwskan oleh dokter termasuk
intruksi para perawat dan para professxonal kesehatan yang lau{ sesuai
dokter; _ : IEN
d. Memperlakukan staf Rumah Saklt dan pasu:n lam dengan berrnartabat
dan hormat serta tidak rnelakukan tlndakan yang mengganggu
pekerjaan Rumah Sakit; L SO ; ;-t
e. Menghormati privasi orang lain dan barang tmhk Rumah Saklt

11

f. Tidak membawah alkohol dan obat — obat : yang Itidak mendapat
persetujuan / senjata ke dalam Rumah Sakit; . ilibil
g Menghormati bahwa Rumah Sakit adalah area. bebas rok k, .
h. Mematuhi jam kunjungan dari Rumah Sakit; . il
i. Meninggalkan barang berharga d1 rumah dan menbawa hanya barang -
- barang yang penting selama tinggal di Rumah Saklt 1 B
j. Memastikan bahwa kewajiban finansial’ atas asuhan pasien
sebagaimana kewajiban Rumah Sakit meluna51/ mcmbf:xi‘l}ican imbalan
jasa atas pelayanan rumah sakit/Dokter; el Do ‘
k. Bertanggung jawab atas Undakan Undakannya senchn apabﬂa mereka
menolak pengobatan atau advis kedokteran, dan . E '

L Memenuhi hal-ha] yang telah d1sepakat1 / peljanﬁan yang telah dibuat

Pasal 81 i
!

?'i-
i

Hak dan Kewajiban Dokter I

(1) HakDoktermehputl o BRI '
a. Hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksahakan tugas
, sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasmnal
- b. Hak memberikan pelayanan mcdxs sesua1 dengan Stanﬂar iProfe51 dan
- Standar Prosedur Operasional; - ' ii SIS
¢. Hak memperoleh informasi yang lengkap dan j Ju_]ur darl pf:lSlcn, dan
d. Hak menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.x N :
(2) Kewajlban Dokter meliputi : , St f } ! : B
.~ a. Memberikan pelayanan medis sesua1 dengan Stand ofe31 dan
Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan mcdls, : _ : L"/

b Merujuk ke dokter Iam bila tldak mampu,




®

° _

IRE R RIS

O S
LR
Pl

Merahasiakan informasi pasien, meskipun pasu:n sudah menmggal

i

Melakukan pertolongan darurat kecuah b11a yakm adal orang lain yang

bertugas dan mampu ;dan - ° SN
Menambah IPTEK dan menglkuu perkembangan X o

Pasal 82 g
Hak dan Kewa_]iban rumah Sakit

(1) Hak Rumah Saklt meliputi :

@

a.

b.

h.

Menetukan jumlah, jenis, dan kuahfikam sumber daya

dengan klasifikasi Rumah Sakit;

i
i
|
]
L
!

\
t
i
i
F

Pl
|

manusm sesuai

Menerima imbalan jasa, pelayanan serta menetukan remunera31/ jasa

pelayanan,

‘peraturan perundangan-undangan;

insentif  dan penghargaan sesuau dc?gm ketentuan

Melakukan kerjasama dengan plhak lam' dalam rangka mcngembangkan

pelayanan;

l“
s

perundang-undangan; F
Menggugat pihak yang mengaklbatkan kcruglan, .

Mendapatkan perhndungan hukum dalam melakéan

Kesehatan;

Memprorn031kan layanan kesehatan yang ada d1
Daerah Kabupaten Bombana; dan :
Mendapatkan insentif pajak bag1 Rumah Saklt Pubhk
yang ditetapkan sebagai Rurnah Saklt Pendxdlkan ‘

Kewapban Rumah Sakit meliputi «°

a.

b.

-
1

Memberikan mforxna31 yang benar tentang pelayané.n ]

kepada masyarakat;

; : 1 P
‘Menerima bantuan dan plhak lam sesuaJ dengan ketlcntuan peraturan

Rum

{ 1

i ; !
§ak1
Rum

!

‘?

"“ Ps'frl?'"" é’:

1
akan pelayanan

t Umum

ah Sakit

Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu ant1 dlsknrmnasx,

dan efektif dengan mengutarnakan paswn sesuau
pelayanan Rumah Sakit;

Memberikan pelayanan gawat darurat kepada paSIen

kemampuan pelayanannya;

dengan

BN
sesuax

i

!;5$‘

standar

dengan

Berperan aktif dalam ‘memberikan pelayana.n dengan | kemampuan

pelayanannya;

! | .

' |
Menyediakan sarana dan pelayanan bag1 masyarakat tidak mampu atau

miskin;

SRS

Melaksanakan fungsi social antara lam dengan membenkan fasxhtas
pelayanan pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan gawat darurat tanpa
uang muka,ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadlan

luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanus1aan,

ill,

Membuat, melaksanakan, dan- menjaga standar mutu pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana sebaga1

acuan dalam melayani pasien; | . -
Menyelenggarakan rekam medis; = - SRk

'ti:.
I‘Q

Menyediakan sarana dan prasarana. umum yan}g,r Iayak antara lain

sarana ibadah, parker, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat

menyusui, an ak-anak lan_lut us1a,

§ !

l wamta

;

/
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Melaksanakan system rujukan

e

':ks‘;

o -
.

Melaksanakan etika Rumah Sakit

mepy

regional maupun nasional; i

. _‘,,p

tenaga kesehatan lainnya;

i
' |
1 H il
[ARE I Tt
i H
i

Menolak keinginan pasien yang bcrtentangan dengan standar profesi
dan etika serta peraturan perundangan- perundangan,g

atl
§5>.

Memberikan informasi yang benar, _}elas dan JuJur mengcna1 hak dan
kewajiban pasien; SRS I |

. Menghormati dan melindungi hak-hak paSIen ,;,7- NiE i
SN AN

ii'l-

Memiliki system pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
Melaksanakan program pemermtah di bldang kesehatgn baik secara

zéi

Membuat daftar tenaga medis yang melakukan prakuk k ildokteran dan
; e

r. Menyusun dan melaksanakan Pératuran Internal Rumah Saklt (Hospital

- Bylaws)

s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagl sem‘fuaE pgmas Rumah

. Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
t. Memberlakukan seluruh hngkungan Rumah _Saklt

tanpa rokok. S
BAB XXII i
KEBIJAKAN PEDOMAN DAN PROSEDUR
' Pasal83 1‘

i

sebagai kawasan

1
[
i,
1

(1) Kebijakan, pedoman/panduan, dan prosedur nieiﬁpakan kelompok
dokumen regulasi Rumah Sakzt sebaga.l acuan untuk . ‘melaksanakan

kegiatan; . j 5;-:,;,_‘!;_33:

(2) Kebijakan merupakan regulasi tertinggi di Rumah Sakxt,
dengan pedoman/ panduan dan selanjutnya Prosedur /

Operasional (Spo); SEERE ’ :l SR
" (3) Review dan persetujuan atas kebuakan pedoman/ plandltlan qan p!rosedur

kemudian diikuti
Standar Prosedur

dalam bidang administrasi dan sumber daya yang berwenang sebelum
diterbitkan adalah Kepala Sub Baglan Tata Usaha Rumah Saklt Umum
Daerah Kabupaten Bombana - SRR I E { o ‘ _

(4) Review dan persetujuan atas kebl_]akan pedoman/ panduan dan prosedur
dalam bidang pelayanan yang berwenang sebelum dltcrbltkan adalah
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabuapaten Bofnbana ‘ ‘ '

(5) Proses dan frekuensi review serta persetujuan berkelan_]utan atas kebijakan,
pedoman/panduan dan prosedur dilakukan mlmmal set:ap 3 (tlga) tahun
sekali dan atau bila terdapat perubahan atas i peramréan; perundang—

undangan yang berlaku;

1!-'1

(6) Pengendalian untuk menjamin bahwa hanya kebuakan pcledoman /panduan
dan prosedur terkini, dengan versi yang relevan tcrsedla pada unlt pelaksana
dilakukan melalui dokumen terkendali yang dlkelola oleh Sub Baglan Umum
Tata Usaha dan salinan yang berada di unit pelaksana dlkendallkan 'melalui

salinan terkendah

SR

(7) Identifikasi perubahan dalam kebxjakan pedoman/ pandti,lan dan prosedur
dilakukan oleh unit pelaksana secara ber_;en_]ang sesua1 h1rark1 structural

(8) Pemeliharaan identitas dan dokumen yang blS& d1baca

hazl'u‘s dlletakka.n

ditempat yang mudah dilihat, mudah d1arnb11 dan mudah dxbaca oleh

pelaksana

b it et i i 4
e LA =

i i prne e e e
- SR e R e
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luar Rumah Sakit yang dljadlkan acuan ! ' d:kexlldallkan dengan
mempergunakan dokumen mclalul catatan formuhr master list dokumen
Eksternal; »réﬁliii
(10) Retensi dan Kebl_]akan, pedoman / panduan dan prosedurg yang sudah
tidak berlaku mengacu pada Keputusan D1rektur Run}gh Sak:xt tentang
Retensi dan Penyusutan Arsip Non Rekam Medis; : ;- & '
(11) Identifikasi dan penelusuran dari sirkulasi seluruh kebljakan dan proscdur_
mempergunakan buku reglstra31 dan master list yang dlkelola oleh Bagian
umumdantatausaha, o TR MR

BABXXIII - "i_’wgf-f
KERJASAMA[KONTRAK : ;
‘Pasal 84 | j&L:'
- (1) Direktur Rumah Sakit menjamin keberlangsungan pelayanan khms dan
o manajemen yang memenuhi kebutuhan pasuen ygang dapat dilakukan
. - dengan jalan melalui perjanjian ker]asama /kontrak,g : , f
i (2) Para pihak dapat memprakarsai. atau menawarkan renca'na kCI]a sama /
- kontrak mengenai objek tertentu; =
(3) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Iﬂein’t?mna rencana
kerja sama / kontrak tersebut dapat dltlngkatkan dcngan membuat
kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan pexjanpanlkezja sama [
kontrak yang paling sedikit memuat; : :
Subjek kerja sama / kontrak ,. : SRERSE N P
Objek kerja sama / kontrak S '4 - H e
Ruang lingkup kerja sama / kontrak RPN |
Hak dan kewajiban para pihak =~ RS TR S
Jangka waktu kerja sama / kontrak h 1‘
Pcngakhlrankeljassama/kontrak D R
Keadaan memaksa : 'ﬁ_f:ffi‘ 158
. Penyelesaian perselisihan o RS E R -
Isz Materi perjanjian kerja sama / kontrak d1korek31 dan d:sepakat: melalui
pembubuhan paraf / fiat para pejabat yang berwenang yaltu
a. Kontrak klinis dla_]ukan oleh unit pelayanan. secara beljenjang kepada
pejabat berwenang sesuai hirarki pelayanan hepala Bagxan SUB Tata
Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bornbana berpartlsxpam
dalam seleksi klinis dan bertanggung jawab atas kontrak khms
b. Kontrak manajemen diajukan oleh unit yang mengelola adrmmstram o
sumber daya secara berjenjang kepada pejabat berwenang sesua1 ‘hirarki
administrasi sumber daya, Direktur berparhsxpam ,C!a.lafnﬁc,lfkm kontrak
manajemen dan bertanggung Jawab atas kontrak manajemen.
(5) Setelah dibubuhi paraf / fiat pada kedua belah plhak dan lan_]ut dlben nomor
~ oleh para pihak. : ‘! -
(6) Penandatanganan dilakukan oleh Dlrektur dan para plhak yi g berwenang!/(’

RN AL

®

dengan pemeberian materai yang cukup y
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- (7} Hasil kerja sama / kontrak dapat berupa uang, surat berharga, barang, hasil
- pelayanan,. pengobatan, laboratonum, Jasa laumya dangatau nonmaterial -
berupa keuntungan. = 1 i _
(8) Hasil kerja sama/ kontrak sebagalmana dlmaksud pada ayat (7) berupa
. nang harus menjadi pendapatan rurnah sak1t sesua1 peraturan pcrundang- '
: - undangan yang berlaku. R : I
(9) Hasil kerja sama/ kontrak sebagaumana dnnaksud pad ‘ayat ( 7) bcrupa
barang harus dicatat sebagai asset:rumah sakit secara proporsmnal sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. by Pl
(10} Hasil kerjasama/ kontrak sebagaimana d1maks>ud pada ayat (7) berupa
hasil pelayanan, pengobatan, laboratorium dan Jasa lamnya harus sesuai
dengan kesepakatan yang tertuang didalam pexjanjlan kelja sama/ kontrak
_ ‘yang telah ditandtangani atau sesuai hasil addendum j l i
~ {11) Evaluasi kerja sama/ kontrak dilaksanakan - oleh umt[pelaksana yang
diketahui secara berjenjang sesuai hirarki pe_]abat yang berwenang ,
(12) Bila hasil evaluasi kerjasama/ kontrak dmegomasﬂkerdbah ‘atau d1akh1n,
unit pelaksana dan para pejabat secara berjen}ang mé-njaga ko:lxtmmtas
pelayanan kepada pasien. : ST MR

i

BAR XXIV RS
- PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN I

Bagxan__Kesatq : B

Pasal 85 i
Perencanaan H _
. . e
( 1) Rumah Saklt menyusun rencana strategls (Renstra) BISI‘IIS Rumah Sakit;
~ {2) Renstra bisnis rumah sakit sebagaimna dimaksud pada ayat (1), mencakup
pernyataan visi misi, program strategis,. pengukuran pencapalan kinerja,
rencana pencapaian lima tahunan dan proyek51 keuang,an lima tahunan -
rumah sakit; : [ H’
(3) Visi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat sua‘ gambaran yang
menantang tentang keadaaan masa depan yang bcn31kan c1ta-c1ta yang
ingin diwujudkan; ' _53 L ;ai b
(4) Misi sebagaiamna dimaksud ayat (2), memuat sesuatu yang harus dlemban
atau dilaksanakan sesuai visi yang dltctapka.n agar tuJuan rumah sakit
dapat terlaksanan sesuai dengan bidangnya dan berhaszl dengan ba1k
N ()] Program stratcgls sebagaimana dimaksud ayat, (2), memuat program yang -
berisi proses yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu ) sampai
5 (lima) tahun dengan memperhltungkan potens:, peluang, _dan kendala -
yang ada atau mungkin timbul. - s 1NN
(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagalmana dnnaksudl pada ayat (2),
memuat pengukuran yang dllakukan dengan ;menggambarkan yang
dilakukan dengan mcnggambarkan pencapaian. :hasﬂ kchatan dengan
disertai analisa dan factor-faktor 1ntema1 dan eksternal yang mempengaruh1
tercapainya kinerja; f:!:;.‘!"”' |
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(7) Rencana pencapalan lima tahunan sebagmmana dnnak.,ud pada !ayat (2),
memuat rencana capaian kinerja pelayananan tahunan 5 (11ma) tahun;
(8) Proyek51 keuangan lima tahunan sebagaunana dxrnaksud pada ayat (2},

(1)
2)

(1)

(2)

(1)

FOr PR &0 R0 T

memuat perk1raan capalan kmer]a keuangan tahunan
\tahun . -

Bagib:,n'E Kedua

Pasal 86
Penganggaran

!
i

| sglama 5 {lima)

Rumah Saklt ‘menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan yang

berpedoman kepada renstra bisnis rumah sakit;- i EE

1R

Penyusunan Renstra Bisnis dan Anggaran scbagalmana dlrnaksud pada ayat
(1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasxs kmerja, perhltlmgan
akuntansi blaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan
kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan dxtenmzﬁ dan masyrakat

‘badan lain, anggaran pendapatan dan bclan_]a Negara dan

i

pendapatan rumah sakit lainnya.

Pasal 87

Rencana Blsnls dan Anggaran sebagmmana dnnaksud ’

memuat;

Kmer]a tahunan bcrjalan,

Asumsi makro dan xmkro,

Target kinerja;

Analisis dan pereraaan biaya satuan, .
Perkiraan harga;

Anggaran pendapatan dan blaya,
Besaran persentase ambang batas; -
Prognosa laporan keuangan;

Perkiraan maju {forward astimate};

Rencana pengeluaran investasi / modal ; dan f RO
Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolxdasx dengan Rencana

i
surnber- sumber

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja. Perangkat Daerah / Angg

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dunaksud ayat 1,

disertai

dengan usulan program, kegiatan,.standar pelayanan n!ummal dan biaya

dari keluaran yang akan d1ha81lkan

Paéal 88
Persetujuan

Renstra Bisnis Rumah Sakit scbagalmanan dlmaksud

EERI RS

s

£
¢
B I
ol
.a S
E
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pasal 861

ayat -1
mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan dlpergunakan sebaga1 dasar
penyusunan Rencana stms dan Anggaran serta evaluasz !kmerja b

SREEE ot . .
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(2) Rencana Bisnis dan Anggaran pasal 88 ayat (1) mendapat persctujuan

- Dewan Pengawas dan merupakan penjabaran Ieblh lanjult dar11 program dan
kegiatan rumah sakit dengan berpedoman pada | peng,e]olaan keuangan

rumah sakit. E
- BAB XXV '
BAGIANKESATU'.:-.‘ 1ENE
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG J?QWIAB_AN .
‘Pasal89 i |
Akuntansi : b E'l_fi

.ol
;i:.- ;i

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana n?enerapkan sistem
praktek

_informasi manajemen keuangan sesua.l dcngan kebutuhan danl
" bisnis yang sehat. e l :

{2) Setiap transaksi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten |

Bombana harus dicatat dalam dokumen pendukungnya 'dikelola secara

temb ) |f"'

_'(d) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana menyelenggarakan
' akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansz
keuangan yang ditertibkan oleh asosiasi profe31 akuntan31 Indonesxa untuk

manajemen bisnis yang sehat. . s : U ? ! ? r ;

......

‘:(4) Penyelenggaraan akuntansi dan Iaporan keuangan sebagmmana dxmaksud .

‘pada ayat (1), menggunakan - basis akrual  baik ldalérn : pengakuan

' pendapatan, biaya, aset, kewa_]lban dan ekuitas dana o J -:& ;

(5) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana mengembangkan dan

menerapkan sistem akuntansi yang | berlaku untuk Rumah Saklt

- (6) Dalam rangka penyelenggaraan : akuntansi. dan pelaporan keuanganl

berbasis akrual, Direktur menyusun kebljakan akuntan31 sesuai jenis

layanannya. P ‘i :

"(7)_ Kebijakan akuntansi Rumah Saklt Umum dacrah Kabupatcn Bombana

digunakan sebagai dasar dalam pengakuan pengukuran, penya_]lan dan
pengungkapan asset, kewajiban, ekultas dana, pendapatan dan biaya.

Bagién Kedua o

PasalQO R

Pelaporan dan Pertanggung Jawaba.n| | 3 f
| _

'(1} Laporan kcuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana terdiri

~dari : _ Lo i
Laporan Neraca; . o ; ;
Laporan Operasional R o .
Laporan Arus Kas; . L
Laporan Realisasi Anggaran; dan

Catatan atas laporan keuangan _

o oo TP
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(2) Laporan keuangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1). __dlsertau dengan
laporan kinerja yang bensxkan mformasx pencapauan hasﬂ/ k'eluaran Rumah
Sakat. ' I : z :

(3) Laporan keuangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), dlaudlt oleh

: pemenksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan

f(4)ﬁ Setiap tri wulan Rumah Sakit - Umum Daerah Kabupaten Bombana

" menyusun dan menyampaikan laporan operasmnal dan Iaporan arus kas
dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kmelja kepada pejabat
pengelola Keuangan Daerah, pahng lambat 15 (lea‘Belas) han setelah

- periode pelaporan berakhir. ; l s Pl ‘

(5) Setiap semesteran dan tahunan Rumah Sakit- Umum Daerah Kabupaten :

- Bombana wajib menyusun dan menyampaxkan laporanlk'euangan lengkap
yang terdiri dari laporan operaswnal laporan neraca, laporan arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan disertai laporan kmerja kepada pejabat
pengelola keuangan Daerah melalui Direktur untuk dxkonsohdamkan ke
dalam laporan keuangan pemenntah daerah, pallng lama 2 (dua) bulan

~ setelah periode pelaporan selesai. IR R

BABXXVI a
|

1

PEMBINAAN , PENGAWASAN EVALUASI DAN PENILAIAkiKINERJA
RN _
Pasal 91

Pembinaan dan Pengawasa_n. | SRR
s i i Py

(1) 'Pembmaan teknis Rumah Sakit dllakukan oleh Bupat1 mqlalul Sekertans

Daerah dan Pembinaan Keuangan ‘Rumah Sakxt dllakukan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). . -.t P

{2) Pengawasan Operasmna.l Rumah Saklt dllakuka_n oleh Satuan Pemenksa

it

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana
(3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rumah Saklt selam dllakukan oleh
Bupati, PPKD, Internal Auditor j Juga dllakukan oleh Dew?ﬂ Peingawas.
: Pasa192 ff
Evaluasi dan Penilalan Kinerja : E

.(1) Visi dan misi dlpergunakan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pemlalan klncr_p:—xt bag1 Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, review / perul’:ahan visi idan misi
dilakukan akibat terjadinya pcrubahan kebljakan oleh pemlhk Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Bombana. e E A
(2) Review / Perubahan Visi dan Misi rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
'Bombana diajukan oleh Direktur kepada Bupatl sesumi hasil rapat Tim
evaluasi Visi dan Misi rumah Sakit Umum Daerah! Kabulloaten Bombana :
(3) Visi dan Misi -Rumah Sakit disahkan me1a1u1 Keputusah Bupatl dan
dipublikasikan oleh Kepala Sub Bagian Sistem Informa31|Mana_|emen dan ‘S
- Pelaporan Baglan Bina Program Rumah Sakxt Umum Daera.h Kabupaten

Bombana = - S ‘:%
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Evaluasi dan Penilaian kinerja Direktur Rumah Saklt Umum Daerah
Kabupaten Bombana dllaksanakan melalui fDP3 (Daftar Pemlaxan
Pelaksanaan Pekerjaan), dan selanjutnya berdasarkanl petun_]uk Teknis

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi

. keuangan. SR *fa

: ker}a Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melatui SKP (Sasall'an‘Kezja Pegawai
* Negeri Sipil) yang mulai diterapkan pada tahun 20 14 |

Evaluasi dan penilaian kinerja rumah sakit dﬂakukan sepap tahun oleh

Bupati dan / atau Dewan Pengawas terhadap aspek lcéUangan dan non

Evaiuasi dan Penilaian kinerja dxldkukdn bcrtu;uan iuntuk mcngukur
tingkat pencapaian hasil pengelolaan rumah baklt sebagaxmana dltetapkan
dalam renstra bisnis dan RBA. Sesuai pula yang, tercantum dalam BAB 1V
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pasal 12 Peraturan Menten Pendayagunaan

~ Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan' M;untabxhtas
Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa laporan akuntab:htas
kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang bCI‘lSI pertangguno jawaban

~ kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategls mstans1 ‘
Hasil pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kmet] a Instan31 Pemerintah
(LAKIP) setiap tahun disampaikan kepada Bupati.' l | ' N

LAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana berpedoman
kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tcntang Pcdoman Pcnyusunan

- Penetapan Kmer_]a dan Pelaporan Akuntabmtas Kmerja Insltansn Pemerintah.

(1)

)

(1)

BABXXVII = l‘
TUNTUTAN UMUM . | 1;5
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Pasal 23 . ;
; S
Tuntutan yang diajukan adalah kesalahan yang berkaltan dcngan institusi,
maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupatcn Bombana l?ertanggung]awab
seiama kesalahan yang dilakukan masih menglkun aturanl atau Standar
Prosedur Operasional (SOP). - ' : } ' ;
Tuntutan yang diajukan adalah kesalahan yang bcrkaltan dcngan individu,

maka Rumah Sakit Umum Daerah . Kabupaten fBombana tidak -

i
bertanggung]awab selama kesalahan yang dllakukan udak mcng1kut1 aturan

atau SPO yang diberlakukan. 7 S H

BAB XXVIII i
KETENTUAN LAIN-LAIN ||| |

Pasalod4 |

Struktur, nama, jumlah, dan fungsi satuan orgamsasx fungsxonal lam yang
tidak tercantum di dalam Hospital By Laws ilnl‘ dltetapkan dengan
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana
sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undang 1
SRR
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: Dlﬁndangkari di Rumbia

- pada tanggal, 4 o¢x0bER ‘
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA
o~

: H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

(2) Perubahan terhadap struktur, nama, _]umlah dan fungsu

satuan orgamsaSI

fungsional di lingkungan Rumah Saklt Umum Daerah Kabupaten Bombana
- ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

scsueu dengan Peraturan Perundang—undangan ; N

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 95
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f Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan; .

X

) Agar setiap orang mengetahui, memenntahkan pengundangail Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya da_lam Benta Dacrah Kabupaten Bombana.
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